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ABSTRAK 

Nama : Irfani Fithria U.M 

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi 

Judul : AnaHsis Crowding Out Effie/ dan Public Choice dalam 

Penentuan Anggaran Pendidikan Pemedntah Daerah 

Tesis ini membahas mengenai indikasi crowding our effect yang terjadi dalam penentuan 
anggaran daerah dan public choice yang rneiibatkan beberapa partai politik besar dalam 
penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak 
talmn 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan peJayanan 
publik kepada Pemda, juga metnberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur 
kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung 
jaw&h Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuat 
pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan 
pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daeJ;"ah membuat pemerintah daerah harus 
lebih hati - bati dalam membuat prioritas kebijakan dan hal tersebut memunculkan 
indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangi ketersediaan 
anggaran untuk selctor yang lain. Sistern demokrasi yang dianut negara kita mewakilkan 
aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat kepada DPR dan DPRD untak tingkat daerah. 
Penelitian ini melakukan anal isis pada level kablkota scbagai sentral pelak:sanaan 
desentralisasi rnemaiui otonomi daerah dengan observasi seba.nyak 337 kab/kota dari 
periode 2001-2005. Metode yang digunakan adalah data panel dengan random effect 
yang diolah dengan software Stata 10.0. Hasii estimasi menunjukkan bahwa dalam 
model jangka pendek yang digunakan dalam tesis ini memang terjadi crowding out. 
Kondisi kedua adalah bahwa temyata partai yang pro pendidikan adalah Golkar, Partai 
Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
Hasil selanjutnya juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa mengalokasikan anggaran 
pendidikan lebih banyak dibanding daerah non Jawa, kemudian daerah yang rnemiliki 
kekayaan alam (migas) juga mengalokasikan angga.ran pendidikan lebih tinggi 
disbanding daerah tanpa migas. 

Kata Kunci: 
Crowding Out, Public Choice. Anggaran Pendidikan 
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Name 
Study Program 
Title 

ABSTRACT 

: Jrfani Fithria U.M 
: Pascasarjana Ilmu Ekonorni 
: Analysis Crowding Out Effect and Public Choice in determination of 
Education Expenditures of Local Government 

The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in 
detennination of education expenditures of local government. Education spending has 
risen significantly over three la!.'t decades. Indonesia 200 l 's decentralization is rapidly 
moving the country from one of the most centralized system in the world to one of the 
most decentralized. The country has embarked on a program of fiscal. administrative 
and political decentralization at the same time. lt has been asserted that larger education 
expenditures have caused local governments to spend less on other types of government 
services. Using panel of districts-level data for the period 2001-2005, this study provides 
a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending 
and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The 
results indicate that.for the period studied. there is evidence that increased local 
government education expenditures resulted in lower levels of speding on other 
categories Qf local government provided good and services. Only four parties that pro 
education are Golkar~Partai Keadilan,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend 
higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource 
revenue shares have higher education expenditures as well. 
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1.1 La tar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sektor pendidikan Indonesia telah mengalami perbaikan secara besar-besaran 

sepanjang tlga dekade terakhir. Sampai saat ini. Indonesia masih harus terus betjuang 

untuk mencapai sasaran-sasaran penting dalam sektor pendidikan, terutama di 

kalangan masyarakat miskin. Adanya transisi di bidang demografl dan sosial yang 

semakin kompleks secara otomatis tentunya juga akan meningkatkan permintaan 

masyarakat akan layanan pendidikan. Walaupun telah banyak dilakukan perbaikan 

yang dicapai dalam upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, 

akan tetapi kinerja sistem pendidikan belum memadai untuk mencapai sasaran­

sararan di sektor pendidikan untuk saat ini dan di masa depan terutama dalam 

menyediakan perlindungan finansial hagi masya.rnkat miskin Indonesia. Dalam 

bidang anggaran juga telah terdapat peningkatan yang substansial dalam pengeluaran 

publik untuk sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, namun secara 

keseluruhan pengeluaran sektor pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih 

rendah dan belum merata antar dan di dalam provinsi. Selain itu, hasil dari berbagai 

analisis juga menunjukkan adanya hahwa dalam pengelolaan anggaran tersebut 

banyak tetjadi inefisiensi. 

Kebijakan anggaran merupakan instrnmen yang paling penting dalam 

penentuan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran yang 

menjadi pertimbangan utama adalah prioritas. Sebesar apa pun dana yang dimiliki, 

tetap saja ada batasnya. Pemerintah seringkali dihadapkan peda masalah tarik -

menarik antara investasi yang dia1okasikan untuk pembangunan infrastruktur secara 

fisik dan investasi untuk pembangunan manusia yang salah satunya melalui sektor 

pendidikan. Di satu sisi, tersedianya infrastruktur yang memadai dapat menunjang 

pencapaian pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, di sisi yang lain juga dibutuhkan 

1 Universitas Indonesia 
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sumber daya manusia yang berkuaiitas sebagai tenaga penggerak untuk mencapai 

pertumbuhan tersebut. Secara sederhana, untuk mengukur alokasi a.nggaran untuk 

suatu sektor tertentu dapat dipetakan meJalui besa.mya alokasi pada organisasi 

penanggungjawabnya. yaitu masing - masing departernen. Meskipun anggaran 

pendidikan mengaiami kenaikan namun jika dibandingkan dengan beJanja cicilan dan 

bunga utang, subsidi dan belanja lain-lain, tampak ketimpangon yang sangat besar. 

Jika dibandingkan dengan ciciJan dan pokok utang saj{4 sektor pendidikan memiiiki 

defisit yang cukup tajam yakni 12,58%. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi 

kesehatan yang mengafami defis:it sebesar 19,08%. 

Berdasarkan nota keuangon yang disampaikan oleh pemerintah, APBN-P 

2008 mengalami defisit yang semula direncanak:an sebesar 2,1% dari PDB turun 

menjadi 1~7% dari PDB. Angka defisit tersebut cukup besar bila dibandingkan 

dengan tahun- tahun sebelumnya yang hanya mencapai hampir I% dari PDB. Ha1 ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah semakin besar dibandingkan 

dengan penerimaan yang diperoleh. Dari sisi penerimaan, sebagian besar pendapatan 

pemerintah didapat dari berbagai macam pajak yang dibebankan kepada rakyat. 

Sedangkan penerlmaan negara bukan pajak cende.rung akan semakin menurun dalam 

tahun-tahun mendatang. Hal ini terutama disebabkan karena pemasukan dari 

privatisasi BUMN akan berirurang setelah sejumlah BUMN tetah dilego dan aset sisa 

BPPN yang kini dikelola o!eh PPA semakin kecil nilainya. Penerimaa.n Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH) juga akan berkurang seiring dengan menlpisnya hutan 

di Indonesia. Dalam tabe1 berikut disajikan bagaimana pemerintah pusat mengatur 

pos anggaran ke beberapa lembaga negara : 

Universitas Indon-esia 
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Tabell.l 

Alokasi Anggaran Beberapa Lembaga, Tabun 2005-2008 

% r% % % 
% ••• • •• tbd thd 
thd 

LPKK LPKK bela APBN .... APBN-P bela RAPBN .... 
Lembaga ..... 

zoos 2006 oja 2007 nja 2007 nja 2003 nja 
ja .. , .. , .. , pu< 

pusat .. •• •• •• 
Departemeu Pcndidikan 

Nasional 23.117,4 6,40 37.095,1 8,43 44.0.58.4 8,73 39.3%,8 7,98 48.273,9 8,55 

Depa.rtemen Pertahanan 20.8'28,5 5,77 23.922,8 5,44 32.640,1 6,47 29.578,6 5,99 33.679,0 5,96 ---
Departemen Pekeljaan Umum 13.328,9 3.69 !9.186,7 4,36 24.213,4 4,80 25.266.9 5,12 35.646,2 6.31 

Kepolisian N~am Rl 11.638,2 3,22 16.449,9 3,74 20.041,5 3,97 17.8:00,6 3,6<1 20.875,5 3,70 
. 

Departemen Keschatan 6.508,9 1,80 12260,6 2,79 17.236.3 3.41 15.900,2 3,22 18.762.8 3,32 
,--·--·-·---~· ··--· c- ·-· 

Departemen Agama 6.497,3 1,80 10.023,3 2,28 13.799,3 2,73 12.360,2 2,50 16.067,3 2,85 
~ .. -·-·-·-· ~. 

Departemen Keuangan 3.621,3 1,00 5.167,0 1,17 9.007,7 1,9<1 8.647,5 1,75 10.348,2 1,83' 

c---· .. - ·-1--c--

Departemen Sosial 1.661,9 0,46 2.221,4 0,50 3.347,1 0,66 2.996,0 0,61 3.660,7 0,65 

Kemcnterian Negara Kopernsi 

o,zo/ &UKM 916,7 0,25 930,2 0.21 1.48&,4 0.29 1.334,5 0,27 JJ U.6 

Baden lntelejcn Negara 668,9 0,19 1.012,4 0,23 1.072,6 0,2( %6,1 0,20 1,070,7 0,19 --- -
BKKBN 596,0 0,17 637.5 0,14 1.045,6 0,21 945,9 0,19 Lll6,8 0.20 

BRRNAD 414,7 0.11 9.976,7 2,27 9.998,8 !,98 9_952,4 2,02 7.000,4 1,24 
·----·--· ··- - ··--· -~· 

Universitas indonesia 
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Kementerian NegaraPbr. 

Perempuan 85,4 0,02 116,9 0.03 l65.t 0,03 151,& O,G3 189,6 0,03 

Komisi Nasiooal Hak Asasi 

Milflusia 12.4 0,00 36,6 0,01 59,7 0,01 53,3 O,Ol 56,7 0,01 

. Sumber. Data pokok APBN 2007 2008, Departemen Keuangan RJ, d1olab 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa alok:asi yang diberikan untuk Departemen 

Pendidikan Nasional menempati posisi pertama dengan alokasi yang terus naik dari 

tahun 2005 - 2008. Hal ini membuktikan bahwa anggaran pendidikan teros menerus 

meningkat sepanjang wak!u dan diharapkan akan dapat dilanjutkan hingga masa yang 

akan datang. Sementara itu, dari tabel di atas terlihat juga bahwa pada Departemen 

Kesehatan alokasi signifikan juga terjadi pada tahun 2006 dan hanya meningkat !,4 

triliun pada APBN-P 2007, dan meningkat l,8 triliun padn RAPBN 2008. Hal yang 

sama juga teJjadi pada departemen agama Dari data tersebut juga dapat dikatakan 

hahwa anggaran yang ditujukan untuk investas! sosial kontras dengan anggaran yang 

diatokasikan untuk pembangunan fisik yakni dapat dilihat melalui besarnya anggaran 

di departemen pekerjaan umum dimana alobsinya juga terns naik secara signifikan. 

lnstitusi lain yang anggarannya naik secara signifikan adalah Kepolisian RI dan 

Departemen Keuangan dan BRR Aceh. Alokasi anggaran berdasarkan organisasi 

tersebut mernperlihatkan bagaimana anggaran negara saUng diperebutkan, dimana 

kenalkan suatu anggaran di suatu sektor tertentu dapat mengurangi alokasi untuk 

sektor- scktor yang lainnya. 

Indonesia telah memasuki babak baru dafam penyelenggaraan 

pemerintahannya sejak tanggal I januari 200! yaitu sejak mulai diberlakukannya 

desentmiisasi fiskal secara serent.ak. baik di Daerah Tingk:at I rnaupun di Daerah 

Tingk.at H. Hampir seluruh kewenangan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah terkecuati untuk lima bidang yaitu bidang Politik Luar Negeri, 

Pertahanan dan Keamanan, KeadUan. Moneter, Fiskai dan Agama1
• Selain beberapa 

bidang tersebut masih ada beberapa bidang lain yang masih dipegang oleh pemerintah 

1 Pasal7 UU no.22 Tahlm 1999 tt:ntang Pemerintahan Dru::rah 
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pusat yaitu (J} kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 

pembangunan nasional secara makro, (2) dana perimbangan keuangan, (3) sistem 

administrasi negara, (4) lembaga perekonomian negara, (5) pembinaan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia, (6) pendayagunaan SDA, (7) teknologi tinggi 

yang stralegis, (8) konservasi dan (9) standarisasi nasional. 

Pelimpahan wewenang tersebut secara otomatis akan menamhah tanggung 

jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat besar. 

khususnya dalam hal penyediaan banmg publik yang menyangkut kebutuhan dasar 

masyamkat lokal salah satunya seperti pendidikan. Dengan dilakaanakannya 

desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupatenlkola memiliki kewenangan yang 

lehih luas dalam membangun pendidikan di masing·masing wilayah sejak dalam 

penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk 

merealisasikan rencana kebijakan yang teJah dirumuskan. Sejalan dengan hal itu, 

otonomi pendidikan tetah pula dilaksanakan melalui penerapan system manajemen 

berbasis sekolah dan dilakukannya otonomi perguruan tinggi yang memberikan 

wewenang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang 

dimiliki terrnasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Hal ini 

dilakukan sebagai perwujudan langkah agar sekolah lebih tanggap terhedap 

kebutuhan setempat. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan -

tantangan dalam menerapkan reformasi-refonnasi yang besar tersebut. Amanat 

konstitusi yang menyata.kan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan yang harus 

dialokasikan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah sebesar 20 persen dari 

APBN dan APBD telah menyebabkan adanya ekapansi fiskal yang sangat besar 

da!am pengeluaran sektor pendidikan. lmplementao;i amanat tersebut dan tambahan 

definisi bahwa angk:a tersebut tidak memasukk:an kornponen gaji guru terlihat tidak 

realistis dan menimbulkan problema baru. KondJsi tersebut sangat tidak. 

memungkinkan jika, baik pemerintah pusat maupun pemda, harus mengalokasikan 

20 persen anggarannya untuk pendidikan di luar gaji guru yang dibayarkan. Dengan 

demikian maka jika putusan tersebut diberlakukan berarti pemerintah daerah 
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kabupaten/lrorn harus mengalokasikan hampir 45 pernen dari anggararmya untuk 

pendidikan. Demikian halnya dengan pemerintah pusa~ jika gaji guru tidak 

dimasukkan, maka proporsi anggaran yang haros dilakukan akan menjadi dua kali 

Jipat dari alokasl semula dan tetap harus menambah alokasi dana untuk meningkatkan 

pos anggarannya di iuar belanja pegawai. Oleh karena itu; hal ini menimbulkan 

pertanyaan: penting tentang bagaimana keberlanjutan dari program tersebut dari sisi 

kauangan. TerbaU!Sllya kondisi keuangan keuangaa yang dimiliki oleh pemerintah, 

membuat para. pernbuat keputusan hams ekstra hati - hati dalarn membuat prioritas 

alokasi sumber dana yang dimiliki. Peningkata.n anggaran di sa!ah satu bidang dapat 

mengurangi potsi anggaran untuk bidang yang lain dan bisa menjadi kontraproduktif 

dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka pertumbuhan 

el<onomi. Dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya crowding out effect. Untuk 

memenuhi aspek keadi1an, seharusnya alokasi terbesar diberikan dalam bentuk 

pelayanan puhlik ke masyarakat atau dialokasikan ke sektor yang dapat memherikan 

efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi. Kesuiitan-kesulltan tersebut merupakan 

peneerminan dari tantangan yang lebib besar yang akan dihadapi oleh sektor 

pendidikan Indonesia dalam dasawarsa yang akan datang. 

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat juga dirasakan 

k:urang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuban daerah. Alokasi 

yang dirasakan ma.sih tldak seimbang antar daerah seringkati masih menimbulkan 

ketimpangan antar daerah itu sendirL Ada daerah yang membutuhkan dana lebih 

banyak justru mendapatkan bagian yang sangal minim. Padahal penerimaan daerah 

tersebut sangat sedikit bahkan tidak mampu untuk membiayai pernenuhan kebutuhan 

dasar masyarakatnya. Akan tetapi. di sisi lain ada daerah yang telah kaya justru 

mcndapat bag ian yang besar. Ketimpangan semacam inifah yang barns segera diatasi. 

Pemerlntah pusat harus lebih adil da1am memberikan bagian dana perimbangan untuk 

masing- masing daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah sendiri juga barus 

lebib berhati - hati khususnya da[am membuat prioritas anggaran. Pemda dianggap 

lebih mengerti kebutuhan daerahnya sehingga pemerintah pusat tidak Iagi ikut 
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menentukan alokasi anggaran yang harus dilakukan, Pemerintah daerah dituntut 

untuk lebih hijaksana dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor ~ sektor yang 

selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga dapat rnendorong 

pertumbuhan ekonomi daerahnya. 

1.2 Perumusao Masalah 

Pembaruan sistem pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke empat pasal 31, memberikan amana! 

kepada pemerintah untuk mengatoksikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen 

dari APBN dan APBD. Hal ini memicu munculnya wacana baru seputar bagairnana 

pemerintah harus mengatur pembagian alokasi anggarnn dengan sumber dana yang 

terbatas. Sementara itu~ di pihak lain masih banyak sektor-sektor esensia1 lain yang 

juga membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar seperti misalnya sektor 

kcsehalan dan perbaikan infrastruktur. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 

persen juga menimbulk:an kekhawatiran dipangkasnya alokasi anggaran untuk sektor 

- sektor yang lain. Dengan adanya lcrisis ekonomi global yang rnelanda sektor 

ekonomi hampir di seluruh negara di dunia menyebabkan masalah finansial yang 

cukup besar, tnk terkecuali untuk Indonesia. Tentu saja hal ini menambah rumitnya 

permasalahan anggaran pemerintah dan terkait dengan bagaimana pemerlntah 

membiayai pengeluarannya. Untuk memberikan stimulus dalam mernacu 

pertumbuhan ekonomi, pernerintah melakukan defisit anggaran yang mencapai angka 

1,7 persen. Hal ini dilakukan untuk mendukung agar pemerintah tetap dapat 

memenuhi amanat Undang - undang untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 

sebesar 20 persen dari APBN dan APBD selain itu juga tetap berusaha untuk 

mendorong berja.lannya sektor - sektor yang mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitia:n ini 

adalah : 
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l. Apakah terjadi crowding out effect antara anggaran pendldikan terhadap 

anggaran di sektor lain? 

2. Bagaimana mek:anisme public choice dalam penentuan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan dan non pendidikan daerah ? 

1.3 Tujuao Penelitian 

L Untuk mengetahui apakah benar terjadi crowding out effect antara sektor 

pendidikan dengan angg-.uan untuk sektor- sektor yang lain 

2. Untuk mengetahui mekanisme public choice dalam penentuan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan dan non pendidikan daerah 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan dikemukakan dalam tesis ini akan dibuat berdasarkan 

latar belakang dan perumusan masalah yang ada~ karena beJum ada trori yang secara 

pasti mengungkapkan hubungan antar variabei yang d!masukkan dalam penelitian ini 

rnaka beberapa variabel akan rnempunyai hubungan yang ambigu. Secara lengkap 

hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

Bahwa tanda koefisien dari variabel EDUC ( rasio anggaran pendidikan dan 

non pendidikan ) dapet berumda positif ail!u negatif dan diharapkan 

signifikan. 

Jika positif berarti tidak ada indikasi rerjadinya crowding out dan sebaliknya 

jika negatif maka ada indikasi crowding out 

Tanda koefisien dari variabel BLC ( dana perimbangan ) diharapkan bertanda 

positif dan signifikan baik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

maupun dalam alokasi anggaran pendidikan 

Tanda dari koefisien variabel partai - partai masih a:mbigu karena da!am 

model ingin diketahui apakah partai - partai tersebut pro terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam model Growth. Sedangkan dalam model EDUC 
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juga masih ambigu karena dalarn model juga ingin diketahui apakah partai -

partai lersebutjuga pro terhadap pendidikan 

Variabel dummy yang membedakan anlara daerah k:ab/kola yang ter!elak di 

Pulau Jawa dan tuar Jawa diharapkan memberikan perbedaan yang signifikan 

dalam penentuan anggaran pendidikan 

Sedangkan varibel dummy yl!llg membedakan anlara daernh migas dan non 

rnigas ( dengan SDA dan non SDA ) diharapkan juga rnemberikan perl>edaan 

yang signifikan dalam peogalokasian besarnya anggaran 

1.5 Pendek:atan dan Data 

Spesifikasi model yang akan diganakan dikembangkan dari bentuk model 

penelitian yang telah ada sebelumnya. Model yang akan digunakan tersebut 

dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Stuart Landon 

dan Mellvile MeMillan,Vijay Muralidharan, Mark Parsons (2006). 

Di dalam model yang mereka gunakan, variabel yang akan menjadi variabel 

dependennya adalah variabel anggaran provinsi non kesehatan riil per kapita. Akan 

tetapi model dalam penelitian ini akan dimodifikasi sehingga akan ada dua model 

yang akan djestimasi. Model pertama akan digunakan untuk melihat ada atau 

tidaknya indikasi terjadinya crowding out effect dan variabel dependen yang 

digunakan adalah pertumbuhan PDRB riil sedangkan salab satu variabel independen 

yang akan digunakan adalah rasio antara anggaran pendidikan dan non pendidikan, 

jika variabel tersebut bemHai positif dan sisgnifikan maka indikasi adanya crowding 

out effect dapat diabaikan, begltu pula sebalik.nya.Jika variabei rasio antara anggaran 

pendidikan dan non pendidikan bemilai negatif dan s.ignifk.an maka ada indikasi 

terjadinya crowding out effect . Sektor utama yang diamati adalah sektor pendidikan 

karena angg:aran pendidikan lebih rclevan untuk penerapan kasus di Indonesia seiring 

dengan maraknya isu pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- undang. 
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Lingkup analisis yang akan dilakukan adalah di tingkat kabupaten/kota karena 

pelaksanaan otonomi daerah diberlakukan pada level tersebut. Oleh karena itu, data 

anggaran yang akan digunakan adalah menggunakan data realisasi anggaran dari 

laporan realisasi APBD per kabupatenlkota. Sedangkan sumber data lain yang akan 

digunakan adalah beberapa data terbitan BPS untuk data komposisi DPRD tingkat !I 

enam partai besar, data mengenai besamya transfer daerah diperoleh dari Departemen 

Dalam Negeri melalui Direktorat BAKD { Bina Administrasi Keuangan Daerah ). 

Data yang akan digunakan berbentuk data panel untuk 337 kabupatenlkota dari tai>Un 

2001 bingga 2005. Untuk kabupatenlkota yang mengalami pemekaran, data akan 

diagregasikan ke kabupatenlkota induknya. 

Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode anaHsis 

data panel dengan menggunakan software Stat a I 0.0. 
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1.6 Sistematika Pcnulisan 

Babl 

Babll 

Babm 

BabiV 

BabY 

Daftar Pustaka 

Pendabulnan 

Berisi ta.tar belakang, pennasaiahan, tujuan serta 

pendekatan dan data dari topik yang akan dibahaa 

Tinjauan Literatur 

Memuat tinjauan kepustakaan dan teori yang menjadi 

dasar pembahasan topik. Tinjauan tersebut meliputi 

studi sebelumnya referensi dan literatur yang digunakan 

Investasi Publik Pendidikan dan Peranannya dalam 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Memaparkan perja1anan singkat dan ta.ntangan yang 

dihadapi dunia pendidtkan di Indonesia 

Memaparkan bagaimana pembuat kebijakan meiakukan 

prioritas fiskai yang diarahkan untuk investasi sostal 

khususnya pendidikan dibandingkan dengan sektor ~ 

sektor yang lain 

Metodologi Penelitian dan Analisis 

Memberikan penjelasan mengenai metode pendekatan 

don data yang akan digunakan dalam penelitilln. 

Memberikan analisa berdasarkan hasH output dari 

metode pendekatan yang digunakan dan data yang ada 

Penutup 

Berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi serta 

keterbatasan studi 
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1.1 Landasan Teori 

BABII 

TINJAUAN LITERA TUR 

1.1.1 Public Choice Theory : Searching for the Public Goods 

Dalam teori public choice, konsep mendasar yang sering digunakan adalah 

adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif ( collective dedsion making ). 

Fokus bahasan pada teori ini adalah untuk memutuskan jenis barang apa yang harus 

disediakan untuk sektor publik termasuk jenis pajak apa yang harus dikenakan. 

Kekuatan dari teori tentang public choice tersebut adalah bahwa dalam menjalankan 

tugasnya, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai agen ekonomi, akan tetapi 

pemerintah juga mempunyai peranan lain yang cukup penting yaitu sebagai agen 

politik. Asumsi utama yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa setiap manusia 

adalah makhluk homo economicus yaitu sebagai individu yang selalu ingin 

memaksimalkan keinginan pribadi mereka (self-interest). 

Salah satu teori yang terkenal dalam pengambilan keputusan kolektif dalam 

penyediaan barang publik adalah Arrow's lmposiblity Theorem ( 1951 ). Arrow 

menyatakan bahwa tidak ada aturan atau undang - undang yang dapat menyatukan 

perferensi individu yang berbeda-beda sehingga hal ini akan menjadi penghalang 

dalam pengambilan keputusan tentang sektor publik. Menurutnya ada lima kondisi 

yang disebut dengan "condition of correspondence " yang harus dipenuhi oleh aturan 

atau undang - undang yaitu : 

I. Collective Rationality 

Dalam melakukan rangking atas preferensi ( preference ordering ) yang 

dihasilkan dari pilihan masyarakat harus memenuhi syarat bahwa rangking yang 

dilakukan tersebut merupakan rangking preferensi individu yang dilakukan secara 

rasional. Oleh karena itu, sifat - sifat yang harus dipenuhi dalam preference 

ordering adalah : I) connexity yaitu basil yang diperoleh harus dapat dibandingkan, 

2) transitivity yaitu jika ada tiga pilihan yaitu A,B dan C dan jika A lebih dipilih 
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daripada B dan B !ebih juga !ebih dipi!ih daripada C,maka A pasti akan !ebih dipilih 

daripada C. 

2. 1Jre Pareto Principle 

Jika masyarakat menyukai pilihan A datipada B maka pili han kolelctif yang 

nantinya dituangkan dalam undang~ undang at.au peraturan harus merefleksikan 

keadaan bahwa pilihan A lebih disukai daripada B. 

3. The Independence of Irrelevant Alternatives 

Kondisi ini menggambarkan jika ada beberapa altematif piJihan yang sating 

bertentangan. Misalkan jlka suatu pilihan harus diputuskan antara memilih A atau B 

maka pilihan untuk memilih salah satu di antanmya tidak boleh dipangaruhi oleh 

alternatifyang lain misalnya C atau D karena kedua altematifyang terakhir bukan 

merupakan bagian dari pilihan dalam pengambilan keputusan. 

4. Non Dictatorship 

Dalam kondisi ini tidak bo!eh ada seseorang yang preferensinya secara 

otomatis akan menjadi pilihan masyaralcat. 

5. Unrestricted Domain 

Kondisi ini menetapkan babwa tidak ada satu lndividu pun yang dikeluarkan 

dari kontribusinya dalam partisipasinya untuk ikut serta dalam membuat keputusan 

bersama, 

Dalam kenyataannya, tcmyata untuk memenuhi kelima kondisi tersebut tidak 

mudah. Di negara-negara demokrasi salah satu cara pengambitan keputusan bersama 

adalah dengan melakukan pengambllan saara terbanyak ( majori(y voting ). Jika 

jumlal1 pemilih adalah sebanyak n. maka agar suatu keputusan dapat diterima maka 

setidaknya harus memenuhi jumlah suara sebanyak (n/2+ 1). Da!am prnktelmya ada 

dua jenis demokrasi yang menggunakan earn pengarnbilan suara terbanyak yaitu 

demokrasi langsung ( direct democracy ) dimana pi!ihan masyarakat ditentukan 

langsung dengan jumlah suara Wbanyak dan yang kedua adalah demokrasi 

perwakilan ( representative democracy ) dimana individu tertentu dipnih ( melalui 

jumlah suara yang diperoleh ) untuk mewakili kepentingan masyarakat yang 
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memilihnya. Untuk mengetahui apakah cara pengambilan suara terbanyak tersebut 

memenuhi Arrow's Impassibility Theorem ( IT ) maka pergunakan oontoh sederhana 

sebagai berikut : misalkan ada tiga orang pemilih A,B dan C dan ada tiga altematif 

pilihan yaitu X,Y dan Z. Anggap bahwa ketiga pilihan yang tersedia adalah untnk 

mernilih kebijakan tertentu dengan X :::. high budget, Y = medium budget dan Z = 

low but/gel. Tiap orang mempunyai preferensi untuk melakukan rangking ( angka 1 = 

paling dipilih) dalam memilih ketiganya yang ditunjnkkan dengan tabel berikut : 

Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan3 

A X y z 
B y z X 

c z X y 

Untuk mengatahui alrematif mana yang paling dipilih maka lakukan 

perbandingan secara berpasangan dari altern at if yang tersedia yaitu : 

l. Bandingkan altematif X dan Y. Karena individu A dan C lebih memilih 

alternatif X daripada Y maka altematif X akan lebih dipilib daripada Y ( dua 

individu memilih dan hanya satu yang bertentangan ). 

2. Sekarang bandingkan a!ternatif X dan Z. individu B dan C lebih memilih Z 

daripada X oleh karena itu maka Z akan lebih dipilih daripada X. 

Dengan demikian ahematif yang akan dipilih secara keseluruhan adaJah Z. 

Akan tetapi, jika alternatif Z dlbandingkan dengan Y maka Y akan lebih dipilih 

daripada Z karena lndividu A dan B lebih memllih Y daripada Z. Oleh karena itu, 

hasii yang diperoleh dari proses tersebut bersifat intransitive dan dapat disimpuUcan 

bahwa keputusan mayoritas tidak memenuhi semua Arrow,s IT dan keadaan tersebut 

dikenal dengan nama Arrow Voting Paradox dan haJ inilah yang menjadi kefemahan 

dari teori tersebut. 

Untuk rnengatasi kelemahan tersebut, telah hanyak yang mencoba 

menformulasikan kembali teori tersebut Salah satunya adalah yang dilakukan oleh 
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Duncan Black yang mencoba membuat batasan bahwa preferensi individu mengikuti 

pola tertentu yang berbentuk single peaked sehingga nantinya akan memberikan hasH 

yang transitive . Untuk mengetahui formulasi tersebut gunakan contoh yang sama 

dengan contoh yang digunakan sebelumnya dengan perubahan pilihan yang tampak 

seperti pada tabel berilrut : 

-·· 
Pilihan I Pilihan 2 Pilihan 3 

. . ·-
A X y z 
B y z X 

"--· c z y X 
. . 

Dengan rnelakukan perbandingan yang sama dengan sebelumnya maka 

individu A dan B akan lebih memi1ih Y daripada Z, individu B dan C akan memilih Z 

daripada X dan dengan demikian maka Y> Z ; Z> X ; Y> X. Da!am kssus ini individu 

C merupakan median voter yaitu individu tersebut memilih alternatif di antaranya ( 

median alternative ). Dari hasH tusebut tampak bahwa preferensi dari median voter 

tersebut menentukan basil dari proses majority voting yang dilakukan. Jika ha.sit 

tersebut kita garnbarkan daiam sebuah diagram akan tampak bahwa preferensi masing 

-· masing individu sebagat voter memiiiki pola tertentu yaitu berbentuk single peaked 

seperti pada gambar sehagai berilrut: 
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Gambar2.1 

Diagram Preferensi Single Peaked 

Rangking 
lndividu C 

3 

fndlvidu B 
2 

1 Individu A 

X y z Pilihan 

Bentuk preferensi single peaked tersebutjuga dapat diga.mbarkan dalam 

bentuk fungsi utility individu seperti pada gambar berikut: 

Gambar2.2 

Fungsi Utility Single Peaked 

utility 

Uc 

0 o, o, o, outcome 
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Dari gambar tersebut dapat dHihat bahwa pilihan dari median voter akan 

menang. Jika altematif 02 diajukan maka individu A dan B akan lebih memilih 02 

daripada o, ( dalam hal ini o, lebih besar dibandingkan dengan 0 3 ). Sehaliknyajika 

altematif baru yang ditawarkan kurnng dari 0, maka individu B dan C tetap akan 

lebih memilih 0:,:. Dengan demildan tampak bahwa pilihan dari median voter 

mengalahkan alternatifpilihan yang lain. 

Lain haJnya pada kasus yang pertama sebagaimana dicontoltkan di atas. HasH 

keputusan yang diambiJ tidak memenuhi sifot transitivity sehingga yang terjadi 

adalah cyclical majority dimana keputusan yang diambil tida.k menghasilkan 

eknilibrium karena bentuk preferensi yang terjadi bukan single peaked melainkan 

multi-peaked dan hal iniiah yang menyebabkan masalah cyclical tersebut terjadi. 

Dengan berbagai penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa asumsi 

yang menyatak:an bentuk pilihan individu rnengikuti pola tertentu yaitu single peaked 

memiliki fungsi yang sangat penting. Sebagaimana yang pemah dinyatakan oleh 

Ingberman dan Inman ( 1988 ) bahwa konsep single peaked preferences memiliki 

makna intuisi sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan gagasan bahwa preferensi merupakan rangkaian satu kesatuan 

yang menjadi jembatan antara politik sayap kanan dan sayap kiri. 

2 Pada saat membahas tentang teori piiihan lronsumen, konsep tersebut dapat 

cukup menjelaskan perilaku konsumen dengan cara yang alami 

Untuk lebih jelasnya maka dapat diilustrasikan dengan di bawah ini yang 

menunjukkan derivasi single peaked ordering. Pada bagian a) prefercnsi dari voter 

digambarkan pada sumbu dimana pada sumbu X menunjukkan barang publik ( G ) 

dengan sumbu Y adalah peadapatannya setelah dikurangi pajak ( Y ). Dati gambar 

tersebut terlihat bahwa g* merupakan jumlah barang publik yang paling dipilih oleh 

voter. Sadangkan bagian b) memetakan tiap jumlah G pada level yang berbeda dalarn 

bentuk rangking pada tingkat pajak tertentu. Rangking tersebut diperoleh dati urutan 

preferensi kurva indiferen ( indifference curve ) di atasnya. Titik optimal yang ideal 

bagi voter teljadi pad a saat g*, Titik - titik yang semakin jauh dari g"' mempunyai 
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nilai yang sernakin keciJ, dengan demikian preferensi untuk barang publik yang 

diperoleh akan berbentuk single peaked. 

Pendapatan stlh 

pajak 

u, 

u, 

Uo 

Gambar2.3 

Derivasi Single Peaked Preference 

U2 

Ul 

uo 

Public Goods,G 

G* public goods, G 
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Akan tetapi~ asumsi single peaked tidak selalu menja.min bahwa kondisi 

cyclical outcome dapat dihindari. Kasus ini dapat teljadi jika isu yang diangkat 

bersifat multidimensional yaitu jika anaiisis digunakan untuk lebih dari satu 

penyediaan barang publik. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan sebagal berikut : 

asumsikan ada tiga orang voter yaitu A,B dan C yang akan membuat pUihan barang 

pub ilk yang paling ingin disediakan oleh pemerintah. K.etiganya harus memilih salah 

satu dl antara kedua pilihan yaltu layanan kesebatan atau pendidlkan. Asumslkan 

bahwa proses pengambi!an keputusan tidak saiing terkait ( independent ) satu sama 

lain. Posisi yang paling dipilih oleh masing- masing voter adalah terletak pada titik 

A, B dan C dimana titik- titik ini terletak pada puncak permukaan utility ordinal dari 

mas:ing ··· masing voter. Selain itu, pada gambar juga tampak bahwa bentuk preferensi 

ketiga voter tersebut adalah single peaked. Dengan mengasumsikan bahwa preferensi 

rnedian voter mendominasi. rnaka keputusan yang akan dipilih oleh individu C untuk 

memilih pengelua.ran publik di bidang kesehatan akan rnendominasi dan pilihan 

individu B yang memillh pengeluaran publik untuk pendidikan juga akan 

mendominasi. Karena keplltUsan diambil secara lndependen, maka kedua median 

voter tersebut dapat dibedakan. Keputusan akhir yang dlhasi!kan adalah kombinasl 

antara pengeiuara.n pub1ik untuk pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan oleh 

titik M. lA, Is dan lc menunjukkan kurva indiferen untuk rnaslng- masing individu. 
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Gambar2.4 

Kasus Penyediaan Lebih Dari Satu Barang Publik 

pengeluaran 

kesehatan (II) B 

Ea Pengeluarnn pendidikan (E) 

Pada analisis sebelumnya dikatakan bahwa dengan bentuk prefurensi yang 

single peaked maka cyclical outcome dapat dihilangkan. Akan tetapi hai ini tidak: 

akan berlaku lagi jika kita menggunakan analisis tersebut untuk lebih dari satu bamng 

pubHk. dalam kasus ini, individu B atau C dapat saiing berkolusi melaiui pertukacan 

suara atau dengan pertukaran polltik lainnya dan bergeser pada titik P dimann titik ini 

!ebih mendekat.i preferensi B dan C darJpada titik sebelumnya yaitu M. Pilihan 

t.ersebut akan membuat individu A menjadi worse off, dengan demikian A akan 

berusaha untuk meJa.kukan negosiasi dengan B atau C untuk memperbaiki posisinya 

yang diturUukkan dengan titik R dan Q. Adanya negosiasi tersebut mernbuat hasil 

akhir berubah lagi dan menjadi tidak stabil. Pada akhimya solusi yang diperoleh di 

titik M rnerupakan Pareto efficient karena terletak di antara kombinasi Pareto efisien 

posisi indiviu A, B dan C. Jika ruang negosiasl terbuka lagi dan bergeser dari titik M 

maka akan rnembuat seseorang worse off, tetapi di sisi lain ada juga orang lain yang 

better off, 
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2.1.2 Peranan Politisi dan Partai Politik 

Da1am teori public choice, politik tidak dipandang sebagai arena untuk 

rnemperebutkan kekuasa.an seperti dalam ilmu poiitik murni. Politik lebih dipandang 

sebagai arena untuk memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga negara, 

partai potitik, pemerintah dan birokrat Aturnn yang harus diikuti dalam po!itik 

tersebut adalah konstitusi dan system pemilihnn. Adapaun yang menjadi pelakunya 

adaJah voter sebagai konsumen barang publik, wakll rakyat atau politikus sebagai 

pihak yang mengintepretasikan pennintaan voter terhadap barang publik serta 

mempeljuangkan agar barang publik tersebut dapel sampai ke tangan kelompok 

pemilih rnereka dalam pemilihan. 

Down ( I 957 ) mengasumsikan bahwa para politisi sama seperti voter yaitu 

meiak:ukan sesuatu sesuai kepentingan mereka ( self-interest ). Diasumsikan juga 

bahwa tujuan utama dari para politisi adalah untuk memaksimalkan kekeatan 

politiknya dengan care yang prestis dan dengan cara mempengaruhi. Oleh karena itu~ 

untuk menjaga kekuatan politiknya maka partai poiitik hams rnemaksimalkan 

perolehan suara untuk partainya. Implikasi dari hal tersebut berarti partai politik tidak 

akan selalu bertindak untuk kepentingan pub!ik. Dengan demikian, daJam membuat 

kebijakan rnaka yang rlipikirkan adalah bagaimana membuat kebijakan yang popular 

untuk meningkatkan perolehan suara dan memperkuat kedudukan partainya kelak. 

Menurut Down, adanya pemilihan akan menghasilkan hasil tunggal untuk semua 

yaitu sebuah partai yang berkuasa dan sebuah keputusan kebijakan. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh para politisi dalam partai untuk 

menawarkan kebijakan kepada para eleclo1-ate adalah dengan melakukan logrolling; 

artinya suara dipertukarkan antar individu meJalui cara yang " aman <t dalam balutan 

proses politik. Misalnya para polltisi sedang membahas dua isu penting yaitu 

peningkatan anggaran pendidikan dan isu yang kedua adalah pemberian suhsidi untuk 

petani. Dengan melakukan logrolling maka masing - masing pihak akan saiing 

bekerja sama untuk mendukung piiihan masing - masing sehingga akan diperoieh 

resolusi yang menguntungkan bagi kedua pihak tersebul Dalarn hal ini konsep 
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median voter juga tidak dapat dipisahkan dirnana masing - masing partai politik ak:an 

bergerak kc tengah spektrum politik. Menurut konsep tcrsebut pilihan dari partai -

partai tersebut akan menyatu ke preferensi pemilih median jika pemilihannya 

ditentukan dalam majority voting dengan asumsi bahwa informasi yang dimilik:i oleh 

pemilih tentang wakilnya dan seba:liknya bersifat sempuma, semua warga ikut dalarn 

pemilihan. 

2.1.3 Teori Growth of Public Expenditures 

Pengeluaran publik { public expenditures ) merupakan saiah satu instrumen 

yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah. Pada saat pemerlntah membuat 

keputusan tentang bar.mg dan jasa apa yang akan diborikan kepada masyarakat dan 

berapa jum!ah serta bagaimana kua!itas barang publik yang akan disediakan maka 

pada 533! yang sama, pangeluaran publik yang dilakukan akan menggambarkan 

besamya biaya untuk mengimplernentasikan kebijakan tersebut. pengeiuaran publik 

juga tampak da:lam perhitungan pendapatan nasional pemerintah dan dapat 

dik:ategorikan menjadi dua yaitu1
: 

1. Exhaustive pubic expenditures 

Yaitu pengeluaran publik yang berhubungan dengan belanja pemerintah atas 

barang dan jasa seperti belanja pegawai dan berhubungan dcngan pengeluaran 

pemerintah untuk pembeiian kapital sepert! investasi publik untuk sekolahjalan 

,rumah sakit dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa exhaustive 

publiC expenditure tersebut rnerupakan pembelian input oieh sektor pub!ik dan bernrti 

berhubungan dengan pcnggunaan surnber daya dalam perekonomian. Penggunaan 

atau penyerapan sumber daya untuk sek:tor publik ak:an menyebabkan berkurangnya 

somber daya yang tersedia untuk sektor yang lain. Argument ini dinyatakan dengan 

Crowding Out. 

1 Brown C.V dalam Public Sector &onomics lll edition ball19wl20 
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2. Transfer expenditures 

Yaitu pengeluaran publik yang dialokasikan untuk dana pension, subsldi. 

Pengeluaran ini berhubungan dengan redistribusi sumber daya kepada individu dalam 

masyarakat dengan batang publik sebagai perantatanya. 

Pada awal masa pembangunan, investasi sektor publik yang dihitung sebagai 

proporsi dari total investasi dalam perekonomian cenderung sangat tinggi. Hal ini 

dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow dimana investasi sektor publik sangat 

diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daiarn rangka pencapaian tahap 

menengah ( middle stage ) dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selama periode 

pembangunan, seiring dengan terus meningkatnya proporsi investasi terhadap GNP, 

proporsi relatif dari. investasi sektor publik akan menurun. Hal ini dikarenakan jika 

perekonomian sudah mencapai tahap malurity, maka komposisi pengeluaran publik 

akan bergeser dari alokasi untuk infrastruktur menjadi alokasi untuk pendidlkan, 

kesehatan dan pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lalnnya. 

Sedangkan Wagner berpendapat ketika perekonomian memasuki tahap 

industria1isasi maka terdapat hubungan yang semakin kompleks antam pasar yang 

semakin berkembang dengan agen- agen di dalamnya. Oleh karena itu; diperlukan 

intervensi pemerintah dalam mengatumya yang ditandai dengan munculnya. berbagai 

pelayanan sektor pubiik seperti pelayanan bidang hukum, keamanan dan perbankan. 

Sedangkan pertumbuhan pengeluaran pubiik da1am bidang pendidikan. kesehatan dan 

kesejahteraan dijelaskan Wagner dalam bentuk income elasticity of demand. Semakin 

tinggi tingkat pendapatan riil per kapita maka pengeluaran publik dalam bidang 

pelayanan tersebut { pendidikan~ kesehatan dan kesejahteraan ) juga akan meningkat. 

Pemyataan ini kemudian disebut dengan Wagner's Law. 

Di samping itu, faktor lain yang tidak kalah penting yang ikut mempengaruhi 

pengeluaran publik adalah perubahan laju pertumbahan penduduk. Perubahan jumlah 

penduduk tentunya. akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap peiayanan 

publik seperti pelayanan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh. 
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seiring dengan semakin bertambahnyajumlah penduduk usia sekolah maka tentu saja 

akan meningkatkan kebutuhan terhadap peningkatan jumlah tenaga pengajar, jumlah 

kelas yang semakin hertambah dan input - input lain yang dibutuhkan untuk 

mengimbangi jumlah populasi yang semakin besar. Peningkatanini pada akhirnya 

akan tercermin di dalam jumlah alokasi anggaran yang semakin besar untuk sektor 

yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan hahwa sifat hubungan antara 

keduanya tergantung pada sifat barang atau jasa yang akan disediakan. Untuk barang 

yang pure public good. maka marginal social cost dari tiap pertambahnn penduduk di 

dalam populasi besamya akan sama dengan nol. 

Pengaruh perubahan populasi penduduk terhadap pengeluaran publik dapat 

dinyatak:an dalam suatu fungsi yang disebut dengan crowdingfonction yaitu : 

Dirnana: 

Xk 
Ak=­

Na. 

Ak : utility services untuk barang publik Gk ke k 

Xk : fasilitas atau aktivitas untuk memproduksi barang publik Gk 

N : jumlah pnpulasi 

: crowding parameter 

Untuk barang yang bersifat pure public good maka nilai a 0. sedangkan 

untuk barang privat nilai a = i dan untuk barang semi publik maka nilai a akan 

berniiai antara 0 dan J. Dari fungsi tersebut terJiba.t bahwa jika jumlah penduduk 

semakin banyak, dengan asumsi kuantilas dan kua1itas barang dan jasa publik yang 

disediakan sama, maka utility yang dinikmati oleh individu juga akan berkurang. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersehut maka jumiah barang pub!ik yang 

tersedia juga harus ditingk.atkan dan impJikasinya tentu saja adalah akan 
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menyebabkan anggaran yang dia1okasiksn t,mtuk memhiayai sektor publik juga akan 

semakin bertambah dan dengan kendala anggaran yang dimiliki oleh pemerinlah 

maka secara keseluruhan akan mengura.ngi aiokasi yang ditujukan untuk sektor -

sektor yang lain. 

2.2.4 Studi Empiris 

Dengan menggunakan variabel yang hampir sama, Stuart Landon dan 

Melville McMilan bersama dengan Vijay Muralidharan serta Mark Parson ( 2006 ) 

yang digunakan sebagai jurnal acuan dalam pene1itian ini, meiakukan analisis yang 

hampir sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada fokns sektor yang dianalisis. 

Keempat orang tersebut memfokuskan anaHsisnya pada pertanyaan apakah 

pengeluaran publik di bidang kesehatan akan menimbulkan efek crowding out 

terhadap pengeluaran pubHk pemerintah di sektor Jain. Sektor kesehatan dipilih 

karena sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang membutuhkan alokasi 

anggaran yang sangat besar di negara yang bersangkutan yang jumlahnya terns 

meningkat secara signiftkan dari tahun ke tahun. Studi tersebut dilakukan pada 

tingkat propinsi di negara Kanada dengan periode penelitian dari tahun 1988/1989 

hingga talmn 2003/2004. Hasil estimasinya temyata mernbedkan output yang 

berlawanan dengan hipotesis yang diJakukan yaitu bahwa temyata pengeiuaran 

pemerintah tingkat propinsi di sektor kesehatan tidak mcnimbulkan efek crowding 

out di sektor publik yang lain di negara Kanada selama periode 1988!1989 bingga 

2003/2004. HasH empiris tersebut juga berlawanan dengan data empiris yang 

menunjukkan bahwa se1ama periode yang diteliti, penge!uarnn pemerintah propinsi 

untuk kesehatan meningkat hampir sekitar 30 hingga 36 % dari total anggaran 

propinsi Dari hasil tersebut, keempatnya menyimpulkan bahwa mesk.ipun share 

anggaran telah berubah akan tetapi tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor 

kesehatan dan sektor publik yang lain juga kuat dipengaruhi oleh faktor- fulctor yang 

lain seperti perbedaan pendapatan daerah, besamya transfer; komitmen pembayaran 

utang masing- masing pemerintah dan fak:tor demografi dan selera masyarakat. 
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Studi lain yang meoganalisls tentang crowding out effecJ juga pemah 

dilakukan oleh Marlow dan Shiers ( 1999 ) yang meneoha mengelahui apakah undang 

- undang pemerintah yang mewajibkan pengeluaran publik terhadap pendidikan 

berpengaruh terhadap besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan. Hasil empiris 

memhuktikan bahwa tidak ada hubungan negatif antara keduanya. Di sisi lain, Brazer 

dan McCarty melakukan studi untuk mengetahui apakah pada saat pemerintah 

propinsi dan sekolah di tingkat kabupaten membagi share p!\iak yang sarna akan 

menyebabkan crowding out terhadap pengeluaran publik untuk sekolah tersebut atau 

dalam kasus ini keduanya rnenyebut dengan istilah municipal overburden. Temyata 

hasil studi yang mereka 1akukan pun memberikan output bahwa crowding out 

tersebut tidak terjadL 

Hasil studi lain juga pemah dilakukan oleh Michael Adebayo dan Oderinde 

Oledele ( 2005 ) yang mencoba mengelahui hagaimana hubungan antarn pengeluaran 

pendidikan dengan pengeluaran minter. Studi tersebut dilakukan di negara Nigeria 

menggunakan data time series dari periodc 1970 hingga tahun 2003. Pengeluaran 

publik untuk sek:tor pendidikan tersebut digunakan sebagai proxy dalam mengukur 

besarnya human capital formation. PeneHtian tersebut dilak:ukan karena di negara 

Nigeria prcporsi pengeluaran publik untuk sektor pcndidikan rnasih sangat rendah 

yaitu hanya sekitar 5 6 % dari totaf GDP-nya dan di sis:i lain pemerintah lebih 

banyak menghabiskan anggaran bahkan cendcrung berlebihan untuk membiayai 

sektor mi1iter~ mengingat di negara tcrsebut sedang didem konflik yang terus -

menerus. Metode yang digunakan untuk me1akukan analisis dalam studi tersebut 

menggunakan metode dinamis Error Corretion Model ( ECM ) dan untuk 

mengetahui efek shock suatu varibet terhadap variabel endogennya digunakan metode 

V AR. Hasil dekomposisi variansnya menunjukkan bahwa temyata fluktuasi 

pengeluaran di sekter pendidikan dipengaruhi oleh shock pengeluaran pandidikan itu 

sendiri dan juga dipengaruhi oleh shock pengeluaran minter. Hasll regresi 

menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran publik untuk pendidikan dan 
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pengeluaran untuk militer baik dalam jangka pendek maupun jangka penjang di 

negara Nigeria se!ama periode 1970 hingga 2003 berhubungan secara positif. 

William F.Biankeneu, Nicole B. Simpson dan Marc Tolmjanovich ( 2004) 

melakukan penelitian tentang bagaimana hubungan antara besarnya pengeluaran 

publik untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut dilakukan 

dengan megambil sampel sebanyak 23 negam maju selama periode tabun 1%0 

hingga tahun 2000. Hasil estimasinya rnenyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara pengeluaran publik untuk pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang. Hubungan tersebut dapat terjadi jika dilakukan control 

t:erhadap budget constraint pemerintah dan mempertimbangkan adanya efek 

crowding out . Tanpa batasan tersebut temyata basil yang diperoleh ketiganya tidak 

rnenunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengeluaran pendidikan dengan 

pertumbuhan ekunomi jangka panjang pad a saat efek crowding out diabaikan. 
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BABID 

INVESTASI PUBLIK PENDIDIKAN DAN PERANANNYA 

DALAM PERTUMBDIIAN EKONOMI INDONESIA 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan dalam rangka meningkatkan kaalitas dan 

kesejahteraan hidupnya. Sejak negara ini didirikan, para pejuang dan pendiri bangsa 

meyakini bahwa peningk.atan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama 

dalam mencapai tujuan negara. Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka 

pemberdayaan potensi manusia sebagai individu sehingga dengan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimUikinya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

masyarakat. Dengan demikian~ fungsi pendidikan tidak hanya menggali potensi -

potensi yang ada dalam diri manusia akan ter.api juga berkaitan dengan bagaimana 

manusia tersebut memanfaatkannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup 

manusia itu sendiri (Tilaar, 1997)L. Selain itu, pendidikan juga mempunyal peranan 

yang sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan sumber daya bangsa 

serta rnemberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan terhadap terjadinya transfonnasi sosJal. Tidak clapat dipungkiri lagi bahwa 

pendidikan merupakan jembatan dalam menciptakan masyarakat terpelajar (educated 

people) yang menjadi prasyarat terbentuknya bangsa yang maju, mandiri. demokr.atis, 

sejahtera.serta bebas dari kerniskinan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk rneningkatkan 

ta.raf pendidikan termasuk salah satunya adalah peJaksanaan Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan Tabun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008. 

Indikator yang dapat dlgunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut 

antarn lain adalah melaiui peningkatan angka pardslpasi kasar berbagai jenjang 

pendidikan sekolah. Kerja keras tersebut ternyata tidak sia--sia, Indonesia mencapai 

1 Carunia mu!ya Firdausy, Dimensi Man usia Dalam Jlembangunan Berkelanjutan (Jah.tlrta : LIPJ, 1998 
). 
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prestasi yang cukup membanggakan da1am peningkatan angka partisipasi murni ( nel 

enrollment rate ) sekolah dasar dari 72% pada tahun 1975 hingga pada tahun 2005 

angkanya mencapai 93% bahkan angka parti.sipasi kasamya meiebihi l 00%. 

Scdangkan angka partisipasi mumi untuk jenjang SLTP bahkan menunjukkan 

kenaikan yang sangat sigoifikan yang meningkat dari 18% pada tahun 1970-a.n an 

hampir mencapai 65% pada tahun 2005. Pada jenjang SLTA juga teljadi peningkanan 

yang hampir sama meski pada tingkat yang tidak terlalu tinggi. Secara lengkap 

perkembangan angka partisipasi tersebut dapat dilihat pada label berikat : 

Tabel3.1 

Perkembangan Angka Partisipasi Sekobih di Indonesia tahuu 1970-2005 

1~70 1980 1995 1998 2000 2002 2004 2005 

Net enrollment rate 

SD 72 88 91.5 923 92.4 92.7 93 93.2 

SLTP 17 ·- 51 58.4 61.7 60.9 65.2 65.2 

SLTA 17 -- 32.6 36.9 395 36.8 42.9 41.7 

-· 
Gross enrollment 

..... 
SD 80 107 107 109.3 l HJ.l 106.1 107 107.2 

SLTP 16 29 65.7 70.3 70.0 19.5 82.2 &1.7 

SLTA 16 42.4 46.4 51.5 50.4 54.4 52.9 
-· . . Sumber. World Bank EducatfonSect.or Rewew 2005, lttmous years ofSusenas 

Proses desentralisasi yang dik:umandangkan oleh bangsa Indonesia sejak 

tahun 2001 ba.nyak mengundang berbagai tanggapan dan tatapan sebelah rnata dari 

beberapa pihak. Prosesnya yang berlangsung secara big bang membuat segala 

sesuatunya barus dipersiapka.n secara instan dan dalam waktu yang sangat singkat. 

Akan tetapi, proses yang telah berlangsung selama hamplr 9 tahun tersebut pada 

kenyataannya Ielah jauh lebih berbasil dari yang diperkirakan banyak orang 

sebelumnya. Segal a tanggungjawab yang semula terkonsentrasi secara terpusat mulai 

didistribusikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun semakln sibuk 
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dengan adanya pelimpahan kewenangan yang begitu banyak. Proses desentralisasi 

tersebut juga mampu melimpahkan wewenang atas sekitar 2.2 juta pegawai negeri 

pusat ke daerah, di SlllTlping penguasaan alas 16.000 lebih fasilitas pelayanan. 

Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya tetap ditemukan sejurniah pennasalahan. 

Perubahan sistem yang teljadi secara bosar - besaran seringkali menimbulkan 

ketidakjelasan mengenai pembagian fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Aliran dana transfer pemerintah yang langsung diberikan kepada tingkat 

kabupaten juga menirnbu1kan pertany!W1 bagaimana dana tersebut didistribusikan 

dan bagaimana dana tersebut digunakan. Sistem pengawasan dan penegakan hukum 

yang masih lemah membuat situasi tersebut menjadi kesempatan untuk melakukan 

korupsi dan te!jadinya kebecoran aiiran dana, sebagai ujungnya tentu saja akan 

terjadi inefisiensi. Di samping itu, masa\ah yang tidak kalah pentingnya adalah 

persoalan dalam hal kepegawaian baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kabupaten. Desentralisasi telah memhuat pembengkakan ukuran 

pemerintahan dan basil yang diperoleh mendapati kenyataan bahwa baik pemerintah 

propinsi maupun kahupaten harus menyerap lebih banyak pegawai. Sebagai 

akibatnya mereka terpak:sa mengeluarkan aoggaran lebih banyak untuk pengeluaran 

rutin dan tcntu pada akhirnya akan mengurangi anggaran untuk penyediaan iayanan 

publik. 

Desentralisasi juga telah menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya 

ketimpangan. Struktur fiskal desentralisasi yang telah dirancang sebagian besar 

terlihat seperti cenderong dibuat untuk mengakomodasi tuntutan daerah-dacrah yang 

iebih kaya. Struktur ini pada dasamya mcniru distribusi dana yang disalurkan dari 

pusat ke daerah sebelum era desentraiisasi dimana dalam system tersebut 

mengijinkan daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti min yak dan gas untuk 

mengambil sebagian dari keuntungan kekayaan alamnya. Hal di alas juga telah 

mengakibatkan tefjadinya pemekaran dnerah..daerah barn, Pada tahun 1998 Indonesia 

memiliki 319 daerah. Pada I Januari 2004 jumlah itu telah membengkak menjadi 472 

daerah: 32 provinsi dan 440 distrik (349 kabupaten dan 9! kota) dan pada akhir tahun 
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2008 jumlah tersebut terns bertambah hingga rnenjadi 489 daerah dengan jumlah 

propinsi sebanyak 33. 

Akhir - ak:hir ini pemberitaan di berbagai media cetak dan e!ektronlk 

mengenai angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan terutama sekolah 

dasar, terus meningkat dan hahkan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

Kurangnya jumlah tennga pengajar, rendahnya kualitas merupakan permasalahan 

terbesar yang masih harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Untuk mclihat kondisi 

tersebut dapat diamati dari beberapa indikator yaitu di antaranya adalah berapa besar 

angka pertisipasi mumi untuk berbagai jenjang pendidikan tersebut dan juga melihat 

tingkat melek huruf ( keaksaralln ). Hal ini berdarnpak pada kualillls manusia 

Indonesia yang diukur dengan lndeks Pembangunan Manusia { lPM ) Indonesia yang 

nUainya terus merosot dari tahun ke tahun dan semakin tertinggaJ dengan negara lain 

bahkan dengan negara tetangga sekalipun. 

Data pada tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana angka partisipasi 

sekulah mumi ( APM ) jika dilikat per tingkat provinsi. Dari tabel tersebut terlihat 

bahwa ada 17 propinsi yang APM SD-nya di bawah rata-rata nasionaL Demikian 

pula dengan APM SMP dimana propinsi NIT merupakan provinsi terendah yang 

kemudian disusul oleh propinsi Papua. Secara keseluruhan. ada 17 provinsi yang 

memiliki APM di bawah persentase nasionaL Selain Papua, ternyata terdapat provinsi 

lain yang juga memiliki angka AI'M rendah dan menariknya propinsi tersebut 

termasuk sebagai propinsi yang kaya akan sumber daya seperti lbukota negara, 

Jakarta dan propinsi Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang menjadi penyebab 

rendahnya APM di beberapa. daerah tersebut antara Jain adalah masalah geografis 

dimana beberapa propinsi memiliki potensi geografis yang susah dijangkau dan letak 

penduduk terpencar. Selain itu, kendala infrastruktur juga selalu menjadi persoalan 

utama. Dan ironisnya pada tahun-tahun terak:hir ini justru banyak bermunculan kasus 

dimana gedung sekolah ditemukan banyak yang sudah tidak memadai bahkan tak 

dapat digunakan lagi dan yang lebih parah adalah peristiwa robohnya sekolah di 

beberapa daerah. Hal ini tentu saja akan membawa akibat pada besamya jumlah 
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penduduk yang tak dapat menikmati pendidikan. Gambaran lain yang dapat dilihat 

dari tabel di bawah adalah tingkat keaksaraan penduduk perempuan yang temyata 

juga lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki untuk semua kelompok usia baik 

di perkotaan maupun di perdesaan. Untuk kelompok usia 15 tahun keatas angka 

melek aksara penduduk perempuan adalah sebes:ar 86,16 persen sementara angka 

me1ek aksara penduduk laki-laki sudah mencapai 93,48 persen. Perbedaan angka 

melek aksara lebih nyata terjadi pada kelompok usia 45 tahun keatas yaitu 64,85 

persen untuk penduduk perempuan dan 84,14 person untuk penduduk laki-laki. 

Tabel3.2 

Perbandingan APM di Indonesia pada tingk.at propinsi tahun 2006 

APM SD ("h), RasH! APM PIL Rasio APM 
PROVINSl AJ>M SMP (%), 2006 P!LSMP, 

2006 SD,2006 
20M 

Nanggroe Aceh 
Darussalam 95,5 78.4 96,4 122.5 

Sumatera Utara 94,0 73,! 98,5 128,7 

Sumatera Barat 94.2 61,8 99,2 13~,_8 

Riau 94,7 72,9 100,4 130,0 

Jam hi 94,4 65,3 98,& !43,2 

Sumate~<~ Selatan 93,0 68,0 99,5 13i,l 

BenS<ktdu 93,9 66,1 99,7 142,_9 

Lampong 93,9 66,1 98,9 137,4 

~~&ka Belitun~ 91,5 55,3 99,0 168 4 

Kepufauan ruau 93,7 72,1 99,8 129,3 

lmcrra~<arta 911,8 71 96,5 1359 

JawaBarat 94;2 62. 100,8 !56,3 

Jawa Tengah 94,1 - 67,7 98,2 _.!1~1 

/?),.l::!!lfl'akru'la 94.4 72~ 97,9 129.7 

70,31 

... o.c= 

Ja-wa TimUT 94,2 99,0 133,8 F=········· ····---- ·---'·'= 
Banten 94,8 ••.• 1 99,5, __ .!~ =·· ------
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__ .. _ 

Bali 93,3 70,2 99,( 142,7 

Nusa Tenggam Barat 94,5 69,6 IOL' 137,5 

Nusa Tentmnra Timur 91,<' ·- 47,2 99,6 184,2 

Kalimantan Barat 93,8 609 !OM 154,2 

Kalimantan Ten."!ah ___ 96,0 67 7 99,9 140,1 

Kalimantan Selalan 93,3 ~2,1 1002 151.9 

Kalimantan Timur 929 64.0 98,4 146,1 

Sulawesi Ut<U"/1. 90,4 66,0 995 131,3 . 
Sulawesi Ten.e:ah 92,9 63,0 100,5 143,8 

Sulawesi Selatarl 91,1 ~0,3 1004 152.5 

Sulawesi Tene.l!.ara 92,3 72,4 990 126,7 

Gorontalo 90,5 52,3 lOJ,4 143,5 

Sulawesi Barat 91,7 55,2 100,6 156,7 

Maluku 92,2 76,9 100 3 122,9 

Maluku Utara 93,1 65 3 97,5 154,4 

Irian Java Barnt 88,2 53,9 993 162,3 

Patma _f.8,I 4f.,4 984 179.2 .. 

~~~ 93,5 ·-·· 
66,! "'-~ 141.!1 

Sumher : Bappenas 2007 

Sejak pertengahan tahun 1990-an Indonesia secara terns - meoerus berusaha 

membuat besarnya trend anggaran pendidikan terns meningkat. Kasus pengecualian 

hanya terjadi pada saat terjadinya krisis dan terjadinya penurunan yang tajam pada 

tahun 2004 yang disebabkan oleh penyerapan anggaran yang rendah serta adanya 

crowding out effect terhadap hampir seluruh sek:tor sosiai dengan semakin 

membengkaknya subsidi BBM. Pada tahun 2004 tersebut anggaran pendidikan 

sebagai share dari PDB mengalami penurunan secara relatif yaitu dari 3.2% pada 

tahun 2003 menjadi 2.8 %. 
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Tabel3.3 

Pengeluanm Pcndidikan (Pusat+Propinsi+kabupaten) 2001 -2007 

(Trilyun Rp) 

Education 2001 1002 2003 2004 2003 2006 ... 2007* 
• 

Nominal national education 42.3 53.1 64.8 63.1 78.6 114.7 131.0 
expenditures 

National education expenditures 42.3 47.4 54.3 49.8 56.2 72.7 78.1 
(2001 prices) 

Growth real national education 40.3 8.5 18.4 -8.4 12.8 29.4 1.5 
expenditures 

Education exp.( o/o total 15.7 16.0 14.2 IU 15.7** 16.8 
exp.) 
National education exp. (% 2.5 2.8 3.2 2.8 2.9 3.5 3.9 
GDP) 
Total nominal national exp. 352.8 336.5 405.4 445.3 535.8 728.16 778.2 

8 
Total real national exp. 352.8 300.8 339.9 351.6 382.9 461.3 464.0 

··- -----·-- 18.1~ Government size (total exp.% 2!.0 
ofGDP) I . . Sumber _ Perlutungan staf World Bank bcrdasarkan data Depkeu, *data sementara , *" data sangat 

Sementam 

Pada tahun 2004, secara mayoritas hampir sebesar 70 perSen pengeluaran 

pendidikan ditujukan pada level daerah. Pemerintah daerah tingkat II merupakan 

bagian terbesar dalam pengeluaran pendidikan yaitu hamper 64 persen sedangkan 

pemerintah propinsi hanya memiliki bagian sebesar 6 persen. Pengeluaran pendidikan 

terse but terus stabil sejak tahun 200 I. Hal ini dapat dilihal sclengkapnya pad a tabel 

berikut: 
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Tabel3.4 

Pengeluaran Pendidik.an Nominal Per Level Pemerintab Tabun 2001-2004 

2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

-=--· Pusat 12.6 31 13.8 27 21.3 34 18.8 30 

Rutin 4.1 33 4.6 33 5.4 25 6.3 33 

Pembangunan 8.5 67 9.2 67 16.0 75 12.5 67 

Propinsi 1.9 5 4.0 8 3.9 6 3.8 6 
. 

Rutin 0.6 30 !.4 34 0.8 20 0.8 21 

Pembangunan !.4 70 2.6 66 3.1 80 3.0 79 

- . 
Kabupatea!Kota 26.2 64 32.6 65 38.3 60 4M 64 

~-:-, ... 
Rutin 23.2 89 28.0 86 33.0 86 53.2 88 

f.:,-. .. 
Pembangunan 3.0 11 4.6 14 5.3 14 4.8 12 

Total 40.8 100 50.4 100 63.6 100 62.6 100 

Sumber . Bank Dwua 

Berdasarkan data tersebut kabupaten!kota memiliki share pengeluaran 

pendidikan paling besar, akan tetapi jents pengeluaran tersebut hanyalah untuk 

pengeluaran rutin saja, tidak termasuk dalam pengeluaran pembangunan. Meskipun 

pelaksanaan desentrnlisasi yang melimpahkan sebagian wewenang pusat ke daerah, 

akan tetapi secara keseluruhan total pengeluaran pembangunan yang paling besar 

masih dimiliki oleh pemerintah pusat. Sejak. tahun 2001, pemerintah pusat 

rnenghabiskan dana untuk pengeluaran pembangunan yang hampir mencapai 55 

persen dari total pengeluaran secara keseluruhan untuk membiayai pengeluaran 

pembangunan. Sedanglaln pada level daerah tinglalt TI hanya menghabiskan share 

seperempat dari presentase pemerintah pusat tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada 

label sebagai berikut : 
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Tabel3.5 

Share Pengelnran Rutin dan Pembangunan Pemerintah 

ZOO! 2002 2003 2004 

Total Pengeluaran Pembangunan ( dalam Trilyun 12.9 16.5 24.4 20.1 

Rupiah) 

Peng.Pembangunan Pusat sebagai% dari total 66 56 65 61 

Peng.Pembangunan Propinsi sebagai % dari total I I 16 13 15 

Peng.Pembangunan kablkota sebagai% dari total 23 28 22 24 

Tohtl Pengeluran Rutin { dalam Trilyun Rupiab} 27.9 33.9 39.9 42.3 

Peng.Pembangunan Pusat sebagai % dari total 14 13 14 15 

Peng.Pembanguoan Propinsi sebagai % dari total 4 4 3 2 
. - . 
Peng.Pembangunan Kabikota sebagai % dari total 82 82 83 83 

Sumber. Bank Duma 

Bank dunia mencatat bahwa ~-ejak pertenga.han 1970-an, Indonesia melakukan 

investasi besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk pendidikan 

rakyatnya. Sejak talmn J 973 dan setelahnya,. pemerintah mendanai pembangungan 

sekolah-sekolah dalam rangka pengembangan pendidikan dasar melalui program­

program pembangunan yang dikendalikan dari pusat (inpres) dan selama dekade 

berikutnya belanja negara meningkat dua kaH Jipat. 

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka rangking Indonesia mulai dapat 

merangkak naik jika dibandingkan dengan negara -· nega.ra berkembang la.innya. 

Meski demikian angka ternebut masih membuat posisi Indonesia jauh di bawah 

negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Ma1aysia bahkan menginvestasikan 

angka yang lebih besar untuk sek:tor pendidikan balk daiam proporsi dengan anggaran 

Jain maupun daJam proporsi dengan PDBnya jika dibandingkan dengan nega:ra lain. 

Sebalikny<4 Indonesia justru merniliki angka paling kecil dalam aloka.si pendidikan 

sebagai share dari PDB. Hal inl dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ; 
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Tabel3.1j 

Pe.ngeluaran Pendidikan Indonesia Dibandingkan Dengan Beberapa 

Negara Tetangga 

16 > 14.2 

> 4.6 > 3.1 > 2.8 

29.7 > 19.6 .... 19.6 > 16.8 

Jumlah penduduk (juta} 63.7 > 

%jumlah penduduk 0- 14 4.1 > 3.5 > > 2.8 

:Laponm 

Pada saat ini, mekanisme pembiayaan pendidikan sekolab negeri mengalami 

perubahan seiring dengan dilaksanakannya desentmlisasi fiskal dun otonomi daerah. 

Saat ini aHrnn dana dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan meJalui mekanisme 

dana perimbangan khususnya dana alokasi umum ( DAU ) yang bersifat block grant. 

Dengan mekanisme ini. Pemda lebifl memiliki kepasdan mengenai tentang waktu dan 

jumlah dana yang diterimanya, Dari sisi pembelanjaan. pemda juga dapat lebih 

leluasa dalam meronc.anakan anggarannya sehingga dapat menga!okasikan anggaran 

sesuai prioritas pembangunan di daeralmya. Selain DAU, sumbef penerimaan 

pemerintah daerah yang lain adalah DAK (Dana Aloknsi Khusus) dan PAD. Semua 

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dilaporkan 

dalam APBD. 

Selaiti mclalui mekanisme dana perimbangan~ alokasi dana dari pu:sat ke 

daerah juga dilakukan melalui mekanisme peiaksanaan dekonsentrasi dan tugas 
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pembantuan. Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN 

yang disalurkan mela~ui gubemur oleh departemen atau lembaga non departernen 

terkait Anggaran tugas pembantuan sama dengan dekonsentrasi hanya aja 

perbedaannya terletak pada dana yang disalurkan dapat langsung diberikan pada 

tingkat propinsi, kabupaten atau bahkan pada tingkat pedesaan. Dengan demikian 

pada bidang pendidikan pun telah dilnkukan hal yang sama. Sebagian besar 

kewenangan pendidikan dasar dan menegah telah disernhkan kepada pemerintah 

daerah, oleh karena itu tanggung jawab pelaksanaan dan pengalokasian dananya pun 

juga menjadi miJik pemkab/pemkot setempat Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemajuan pendidikan nasional bergantung pada bagimana pemerintah daerah 

memberikan perltatian dan usaha yang baik da!am. memajukan sektor pendidikan. 

Pada tahun 2004 be!anja di bidang pendidikan meneapai 2,8% dari PDB, naik 

dari 2,5% dari PDB pada tahun sebe!um krisis [996-!997. Sebagai bagian dati toil!l 

anggarnn, pada talmo 2004 sektor pendidikan mengbabiskan 14% dari total be!anja 

pemerintah pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Baik Undang-Undang Dasar 

(UUD) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasiona! menetapkan bahwa 

sedildt.anya 20 person dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ynng 

tidak termasuk gaji, hams dialokasikan ke sektor pendidikan. Pada tahun 2003, 

diperkirakan sekita:r 57 persen dari belanja pendidikan digunakan untuk membayar 

gajL Ini berarti bahwa agar tetap dapat mencapai kuota 20 persen yang telah 

ditetapkan o!eh UUD (tidak termasuk gaji), ada tambahan !4 persen be!anja 

pemerintah yang harus dialokasikan dari sektor lain ke sektor pendidikan. 
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Rasio Pengeluaran Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 1994-2004 

3.5 

3 

2.5 .. 2 c .. 
"' 1.5 

1 

0.5 

0 

~"·- -•_ .. -- ,_,f. , ____ 

--

199419951996199719981999 200020012002 2003 2004 

· "'!-- Pusat 

"Proplnsl 

Kabupaten 

-TOTAL 

Sumber : Bank Dunia (2007) dati data Departemen Keuangan, Menteri Pcndidilwl, SIKD 

Sedangkan jika dibandingkan dengan fimgsi - fungsi anggarnn yang lain, 

alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan eukup menempati posisi 

kedua, pada pos:isi pertama ditempati oleh fungsi pelayanan umum. Meski demikian, 

angka yang dimiliki oleh kedua fungsi tersebut memiliki ketimpangan yang sangat 

besar. Berdasarkan data LPKK ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Publik ) tahuo 2005 dan 2006 ketimpangan rasio antara keduanya hampir mencapai 

angka enam kaH lipatnya yaitu 1 untuk fungsi pendidikan dan 6 untuk fungsi 

peiayaoan umum. Data APBN 2007 juga menunjukkan bahwa besarnya alokasi 

pengeluaran untuk pendidikan cenderung stagnan dan berada pada angka yang sama 

yaitu berkisar pada angka 10%. 

Universitas Indonesia 

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB UI, 2009



40 

Tabel3.7 

Persentase Aoggaran Berdasarkan Fungsi terhadap Belanja Pemerintah Pusat 

% alokasi terhadl!l!_bela!!i!_p_emerinta~u.sat 
Fungsi APBN-P 

LPKKOS LPKK06 APBN07 07 RAPBNOS 

Pelayanan Umum 70,77 64,39 58,80 61,68 59,76 

Pendidikan 8,12 10,30 10,71 10,62 10,88 

Ekonomi 6,51 8,70 10,15 9,69 10,80 

Pertahanan 5,97 5,55 6,48 5,95 5,98 

Ketertiban dan Keamanan 4,32 5,40 5,79 4,61 4,85 

Kesehatan 1,62 2,77 3,46 3,27 2,97 

Perumahan dan Fasilitas Umum 1,17 1,24 2,11 1,94 2,39 

Linrrlrunean Hidup 0,37 0,61 1,09 0,98 1,05 

Perlindungan Sosial 0,63 0,52 0,64 0,57 0,62 

A earn a 0,36 0,32 0.44 0,39 0,47 

Pariwisata dan Budaya 0,16 0,21 0,33 0,29 0,24 

361.155,20 440.032,10 504.776,20 493.880,60 564.623,10 
Somber. Data pokok APBN 2007 2008, Departcmen Keuangan Rl, d10lah 

Sampai saat ini, peran pemerintah pusat dalam hal pendanaan secara umum 

masih sangat besar. Dari tahun ke tahun, besamya dana yang dialokasikan untuk dana 

perimbangan juga mengalami kenaikan yang terus menerus. Angka tersebut dapat 

menjadi indikasi bahwa besamya dana yang dikelola oleh pemerintah daerah semakin 

besar seiring dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Akan 

tetapi, jika dicermati lebih jauh sebenamya alokasi belanja pemerintah pusat temyata 

dlgunakan untuk pembayaran bunga utang dan sebagian lagi dialokasikan untuk 

subsidi. Dalam hal ini anggaran pemerintah seringkali mengalami crowding oul effect 

dengan alokasi anggaran untuk sektor publik khususnya pendidikan. Jika hanya 

dibandingkan dengan cicilan utang dan pokok utang saja, a]okasi untuk sektor 

pendidikan memiliki defisit yang cukup tajam yakni 12,58%. Sementara di sisi lain, 

jika dibandingkan dengan subsidi, fungsi pendidikan juga mengalami defisit yang 
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sangat tajam. Sedangkan jika dibandingkan dengan belanja lain-lain, fungsi 

pendidikan juga rnasih tertinggaL Padahal selama ini fungsi belanja Jain-tain 

merupakan alokasi belanja pemerintah yang dapat dikategorikan menjadi alokasi 

'belanja tidak jelas', tetapi hal yang ironis adalah bai>Wa besar alokasinya justru naik 

secara tajam terutama pada RAPBN 2008 yang nilainya mencapai 94,9 trlliun. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabet berikut ini : 

Tabel3.8 

Persentase fnngsi terhadap belaoja pemeriotah pusat 

Lmtbaga 
LPKK 
zoos 

Tahun 2005~2007 Subsidi dan Transfer Laiinn,ra 

% 
tbd 

ja 

Tahun 2008 tcrmasuk kontribw;i sosial triliun, rencaoa kenaikan gaji pokok PNS Rp7,9 muun,l 
l triliun, 

Akhir- akhir ini~ beberapa pihak yang berjuang untuk advokasi anggaran selalu 

mengumandangkan besaran anggaran yang diukur dalam konteks persentase, seperti 

misalnya amanat konstitusi UUD 194.5~ dikatakan bahwa sebesa.r 20 persen 

dialok:asikan untuk pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan sebagaimana 

ditetapkan dan disepakati para kepata dae.rah. Perwujudan alokasi anggaran dalarn 

bentuk persentase di dalam suatu perundangan bukanlah sesuatu yang salah. Namun 

terkadang hal yang terjadi adalah dalam banyak kasus a1okasi berdasarkan persentase 
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tidak sesuai dengan konteks yang ada. Beberapa studi menunjukkan bahwa meski 

telah lebih dari 20 persen dana dianggarkan untuk pendidikan, temyata masih banyak 

ditemukan masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap pendidikan,selain itu 

dalam hal kualitas pun pendidikan juga belum dapat dikatakan baik. Perwalan utama 

yang berkaitan dengan target anggaran pendidikan harus sahesar 20 persen adalah 

mengenai masalah kemampuan finansial (affordability) dari pemerintah itu sendiri, 

Pertanyaan yang seringkali muncul ada1ah jika baik APBN~ APBD Provinsi maupun 

APBD KabupatenlKota mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari total APBD, 

bagaimana distribusi anggaran akan dilakukan'? Masa.lah lain adaJah bahwa da1am 

amanat Undang - undang tersebut disebukan bahwa angka 20 persen tersebut diluar 

gaji. Hal in! berarti bahwa kebijakan fiskal pemerintah melalui APBN dan APBD 

secara keseluruhan harus mengalokasikan lagi dana tambahan yang berkisar antara 45 

sampai 55 persen dari total anggaran, sementara di sisi (ain gaji pegawai sendiri telah 

menempati proporsi sekitar 30 persen. Selanjutnya bagaimana dengan anggaran 

sektor yang lain? Ruang yang masih tersisa hanya diberikan sebanyak 25 sampai 15 

persen. Dalam konteks ini, logika advokasi anggaran semestinya lebih dia:rahkan 

angka nyata berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di negara kita sendiri dan bukan 

mengikuti pcrsentase negera tetangga atau lembaga intemasionaJ. 

Upaya pemerintah untuk memperbesar aiokasi angg:aran untuk sektor 

pendidikan tampaknya beium menjadi kenyataan di lapangan. Dengan demikian, 

seharusnya tanggung jawab mengenai pendidikan tersebut tidak hanya menjadi tugas 

pemerintah semata. Namun peran sert.a masyarakat juga diperlukan da1am 

mendamplngi pemerintah melakukan tugasnya memajukan pendidikan di negara inL 

Kerjasama yang balk antara pemerintah dan masyarakat dalarn memajukan 

pendidikan akan sangat bemtanfuat sehingga pendidikan dapat ditingkatkan dan efek 

multipliernya dapat dirasakan oleh semua kalangan sehingga pada akhimya 

pendidikan dapat menjadi basis utama penggerak perekonomian ban gsa. 
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BABIV 

METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bagian ini akan membahas masalah spesiflkasi seiuruh model persamaan dan 

proses estimasi yang akan dilakukan. Bab ini akan diroulai dengan deskripsi 

mengenai pembentukan model berdasarkan variabel - variabel dalam penelitian, 

SeJain itu, masalah lain yang memegang peranan paling penting adalah masalah data. 

Dalam sebuah penelitian, terkadang kita menemukan suatu persoalan mengenai 

masalah lrelerSediaan data untuk mewakili variabel yang akan kila gunakan dalam 

penelitian. Jenis data yang digunakan akan berakibet langsung pada keabeahan hasil 

dan intepretasi penelitian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada bab ini juga akan 

diura.ikan mengenai data yang digunakan menyangkut sumber data dan 

permasalahannya. 

4.1 Spesilikasi Model 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tesis ini akan menganalisis 

apakah terjadi crowding out effect antara anggaran pendidikan dengan anggaran non 

pendidikan serta melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang 

disertai dengan variabel komposisi partai dalam DPRD tingkat II untuk menjefaskan 

masalah pubUc choice. Pembentukan model yang digunakan dalam tesis ini diadopsi 

dan dimodifikasi dari model penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Stuart 

Landon dan Mellvile McMillan, Vijay Muralidharan, Mark Parsons (2006). Keempat 

orang tersebut melakukan penelitian untuk menganalisa apakah terjadi crowding out 

effect antara sektor kesehatan dengan sektor yang lain. Penelitian tersebut di!akukan 

pad a tingkat propinsi dl negara Kanada dim ana selama beherapa tahun terakhir, 

pengeluran pubiik untuk sektor kesehatan mengalami peningkatan yang cukup tajam 

dan menempati bagi.an yang paling besar dari pengeluaran total propinsi, sehingga 

ada indikasi terjadinya crowding out effect antara anggaran kesehatan dengan 

anggaran sektor lain di tingkat propinsL Dalam penelitiannya, variabel yang 

digunakan ada!ah besamya pendapatan perseorangan, besamya transfer dari 
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pemerintah pusat ke pemerintah daerah, faktor demografi yang terdiri dari proporsi 

penduduk yang berusia 65 tahun ke atas dan proporsi penduduk yang berusia di 

bawah 5 tahun, besamya pinjaman daerah dan ditambehkan dengan variabel dummy 

yang menggambarkan kekuatan partai politik untuk menjelaskan perbedaan 

preferensi dari voter terhadap pengeluaran publik yang dilakukan pemerintah. Hasil 

studi tersebut menemukan hahwa temyata hipotesa yang menyatakan ada indikasi 

tetjadi crowding out effect anggaran kesebatan terhadap anggaran sektor Jain di 

tingkat propinsi di negara Kanada temyata tidak terjadi, artinya pemerintah dapat 

dikatakan kunsisten dalam melakukan kebijakan fiskalnya yaitu ketika anggarnn 

kesehatan ditingkatkan dalam jumlah yang signifikan temyata juga diikuti ohili 

peningkatan pengeluarnn di sektor - selctor yang lain sehingga tidak menyebabkan 

terjadinya crowding out. 

Berdasarkan penelitian tersebut. maka tesis ini ingin mencoha menerapkan 

kasus tersebut di Indonesia akan tetapi dengan objek pene1itian di sektor pendidikan. 

Sektor pendidikan dipilih karena setelah adanya: desentralisasi di Indonesia, sektor 

tersebut sclalu mendapatkan perhatlan yang cukup besar dan isu yang memberikan 

dukungan terhadap peningkatan anggaran pendidikan sebesac 20 persen dari APBN 

maupun APBD telah meluas di berbagai kalangan_ Hingga pada akhimya wacana 

tersebut dlkukuhkan dengan keluamya keputusan Mahkamsh Konstitusi yang 

mengamanatkan bahwa sebesar 20 persen harus dialokasikan dari APBN maupun 

APBD untuk membiayai sektor pendidikan. Variabel dan model yang digunakan 

dalam penelitian ini sedikit berbeda dan dikembangkan dari model dan variabeJ yang 

digunakan oleh Stuart Landon dan Mellvile McMillan,Vijay Muralidharan, Mark 

Parsons. Dalam melakukan estimasi, tesis Ini akan melakukan estimasi dari dua 

model yang dibentuk dan model yang dibentuk adalah model jangka pendek. 

Model pertama adalah model untuk menjeJaskan bagaimana peran anggaran 

pendidikan pemerintah daerah yang diukur dengan besamya rasio anggaran 

pendidikan dengan non pendidikan, variabel dana perimbangan untuk meHhat 

besamya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daernh, dan share komposisi 

enam partai besar di DPRD tingkat n dengan pertumbuban ekonomi. Dimasukkannya 
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komponen share komposisi partai tersebut dimaksudkan untuk melihat preferensi dari 

keenam partai besar tcrsebut apakah partai - partai tersebut pro terhadap 

pertumbuhan ekonomi atau tidak. 

Kemudian model kedua digunakan untuk menjelaskan masa1ah public choice 

yaitu dengan meUhat bagaimana pengaruh keterwakilan suara masyarakat yang 

digambarkan dengan komposisl enam partai besar di kursi DPRD tingkat U yang 

terdiri dari Partai Golongan Kacya (Golkar), PDIP (Partai Demokrasi Indonesia -

Petjuangan), PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), 

Partai Keadilan (PK) dan Partai Persaruan Pembangunan (PPP), variabel dana 

perimbangan serta dummy yang membedakan kabupatenlkota di pulau Jawa dan di 

luar Pu!au Jawa dan daerah yang memiliki kekayaan alarn dengan daerah yang tidak 

memiliki kekayaan alam terhadap penentuan anggaran pendidikan dan non 

pendidikan. Tahun anggaran yang diambil adalah initial year yaitu tahun 2001 

(periode setelab desentralisasi). Hal ini dilakukan karena pengaruh anggaran labih 

bersifat jangka panjang sehingga anggaran yang dikeluarkan tabun betjalan belum 

tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan pada tahun bersangkutan, akan 

tetapi henefiinya mungkin baru dirasakan pada talmn - tahun berikutnya. Dalam 

model ini juga ingin diketahui apakah partai ~ partai tersebut juga pro terhadap 

pendidikan, 

Pada akhirnya semua variabel yang digunakan telah diriilkan dengan harga 

konstan 2000. Secara lcngkap modeJ yang digunakan adalab sebagai berikut: 

Modell 

Growthil =Po+~~ EdUCttH + lh Blc){+ fh Golkar~t+ (to PDIPi1 + ~s PANrt + ~ PKB11 

+- P1 J>KeadUanit + Ps PPPit + sn 

Mode!2 

Educiol = llo + ~~ B!c,, + ~2 Golkar,. + ~' PDIP, + ~' PAN" + p, PKB< + IJ<; 

PKeadilan• + p, PPP•+ p,Djawa + p,DSDA + sn 
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Dimana: 

it 

Growthit 

EdUCi(H 

Golkarr1 

= lntersep 

~Parameter masing- masing variabel 

cc (1,2 ... T) menunjukkan tahun mulai dari 2001 sampai 2005 

(1,2, ... N) menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia 

'' Pertumbuhan ekonomi kabupatenlkota i pada tahun t (%) 

= Rasia antam anggaran pendidikan rii! dengan anggaran non 

pendidikan riil tabun 2001 di kabupaten I(%) 

= Dana perimbangan riil per kabupaten i pada tahun t 

46 

= Komposisi anggota DPRD tingkat II kabupaten i dari Partni Go!kar 

periode jabatan 1999- 2005 (%) 

= Komposisi anggota DPRD tingkat II kabupaten i dari Partai PDIP 

periodejabatan 1999-2005 (%) 

PAN• = Komposisi anggota DPRD tingkat ll kabupaten i dari Partni PAN 

periode jabatan 1999-2005 (%) 

PKB;, = Komposisi anggota DPRD tingkat II kabupaten i dari Partai PKB 

periode jabatan 1999-2005 (%) 

PKeadilanrt = Komposisi anggota DPRD tingkt II kabupaten i dari P.artai Keadilan 

peciode jabatan 1999 ··· 2005 (%) 

PPP11 = Komposisi anggota DPRD tingkat U kabupaten i dari Partai PPP 

Djawa 

DSDA 

periodejabatan 1999··-2005 (%) 

= I untuk kabupatenlkota yang ter!etak di Pulau Jawa 

= 0 untuk lainnya 

= 1 untuk daerah yang memiliki kekayaan alam 

= 0 untuk lainnya 
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4.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 337 kabupatenlkolll di 

Indonesia dimana kabtlpatenlkota yang mengatami pemekaran setelah tahun 2003 

diagregasikan dengan kabupatenlkota induknya, seperti misalnya kota Batu 

diagregasikan ke kola Malang,kota Tasikmalaya diagregasikan ke kabupaten 

Tasikma1aya dan seterusnya. Periode yang digunakan dimulai dari tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005 yang diestimasi dengan metode data Panel dengan rnenggunakan 

software Stata lQ.O. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini telah diriilkan 

dengan narga konstan 2000. Secara lengkap jenis data dan sumber data disajikan 

dalam tabel berikut : 

No Data 

1. Growth 

{pertumbuhan 

ekonorni) 

2. Educ 

( peran 

anggaran 

pendidikan 

pemerintah 

dae.-ah) 

3. Blc 

( dana 

perimbangan 

daemh) 

4. Golkar 

Deskripsi 

Table4.1 

Spesifikasi Data 

Dihitung dari pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 

dengan harga konstan 2000 per 

kabupaten dalam persen 

Rasio an tara pengeluaran 

pcmbangunan di bidang pendidikan riil 

(terdiri dari sektor 410,415 dan 416) 

tcrnadap pengeluaran pemhangunan 

total sektor non pendidikan riil tahun 

2001 dalam persen 

Dana perimbangan riU yang diterima 

oleh tiap daerah dalam Rupiah 

Kompnsisi anggota DPRD tingkat II 

-

SumberData Periode 

BPS 2001 

2005 

. . 
Laporan Realisasi 2001 

APBD 2001 per 

kabupaten, 

Departemen 

Keuangan 

Dirjen Bina 2001 
Admlnist:rasi 2005 
Keuangan Daerah 

( BAKD ) 

Departemen 

Dalam Negeri 

Kabupaten Dalam 1999 
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dari partal Golkar di tiap kabupa.ten Angka terbitan 2005 

pada periode jabatan 1999 - 2005 BPS 

dalam persen 

5. 1999 -

PD!P Komposisi anggota DPRD tingkat II Kabupaten Dalam 2005 
dari partai PDrP di tiap kabupaten pada Angka rerhitan ' 
periode jabatan 1999 - 2005 dalam BPS 

persen 
.. 

6. PAN Komposisi anggota DPRD tingkat H Kabupaten DaJam 1999 . ( 

dari partai PAN di tiap kabupaten pada Angka terbitan 2005 
periode jabatan 1999 - 2005 dalam BPS 

persen 
-7. ' 

PKB Komposisi anggota DPRD tingkat II Kabupaten Dalam 1999 -
dari partal PKB di tiap kabupaten pada Angka terbitan 2005 
periode jalmtan 1999 - 2005 dalam BPS 

pen;en 
- "" a. 

PKeadilan Komposisi anggota DPRD tingkat II Katmpaten Dalam 1999 . 
dnri partai Keadilan di tiap kabupaten Angka terbitan 2005 
pada periode jabatan 1999 2005 BPS 

da!am persen 
- .. 

9. 

PPP Komposisi anggota DPRD tingkat H Kabupaten Dalam 1999 -
dari partal Golkar di tiap kabupaten Angka lerbitan 2005 
pada periode jabatan 1999 - 2005 BPS 

dalam persen . 

10. Djawa Dummy yang menjelaskan bah~··· 
1 = untuk kabupalen/kota yang 

terletak di Pulau Jawa 

1 
0= lainnya 

---- ------- ------- ----
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11. DSDA Dummy untuk menjelaskan : 

1 = daerah yang memiUki kekayaan 

alam 

0 = lainnya 

4.3 Metode Estimasi Model 

49 

Dalam penelitian ini. teknik anatisis yang akan digunakan adalah metode 

deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan software Stoia 10.0. Karakteristik 

data merupakan salah satu hal yang paling penting dalam melakukan analisa, 

sehingga sebagaimana diuraikan sebelumnya, data yang digunakan ada1ah dengan 

menggunalmn data panel dari 337 kabupatenlkota di Indonesia ( N ~ 337 ) periode 

tahun 200 l sampai dengan 2005 ( T = 5 ). Keunggulan menggunakan jenis data 

tersebut adalah adanya fleksibilitas yang lebih tlnggi dalam menjelaskan perilaku 

antar individu maupun antar waktu 1
• Keuntuogan lain adalah derajat kebebasan { 

degree of freedom) yang lebih tinggi dengan lebih banyaknya observasi. Pendekatan 

data panel dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu Pooled Least Square~ Fi:xed 

Effects (Least Square Dummy Variables) dan Random Effects. 

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan data panel yang paling scderhana 

dimana dala.m model dia.sumsikan bahwa semua koefisien konstan baik anl8r waktu 

maupun antar individu. Sedangkan daiam fixed effect pendekatan yang dilakukan 

adalah dengan mengasumsikan bahwa slope dari koefisien sama akan tetapi intersep 

antar individunya berbeda - beda. Dan yang terakhir adalah random effect dimana 

dengan pendekatan tersebut parameter yang berbeda antar waktu dan antar individu 

dimasukkan dalam lromponen error term. Oleh karena itu, pendekatan ini seringjuga 

disebut dengan Error Component Model. Daiarn model random diasumsik:an bahwa 

komponen error individu tidak saling berkorelasi satu sama lain dan kornponen e"or 

1 William H.Greet~e, Et:onomelricAnalysis, Edisi Ketlga. Me Millan Publishing Co, New York 1997, 
ho.l615, 
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antar waktu juga tidak berkorelasi, sehingga dengan pendekatan ini parameter yang 

diestimasi lebih efisien2
• Keputusan untuk menggunakan salah satu dari ketiga 

pendekatan di atas tergantung dari asumsi yang diyakini oleh peneliti dalam 

menjelaskan karakter dalam model dan secara teknis dapat didukung meialui tes 

statistik. 

Cara yang paling mudah untuk membedakan penggunaan fixed dan random 

adaleh dengan melihat banyaknya N dan T. jika T ~ «> dan N memiliki jumlah 

tertentu maka parameter yang dihasilkan oleh fixed maupun random akan sama. 

Untuk kasus tersebut maka parameter yang dihasilkan olehfcred akan konsisten dan 

eftsien walaupun asumsi random berJaku. Oleh karena ituJika T cukup besar dan N 

kecil maka pilihan akan cendcrung jatuh padafixed effect. Sebaliknya apabila jumlah 

N cukup besar dan T kecil maka basil dari kedua pendekati:m tersebut akan jauh 

berbeda. BHa data yang diteliti merupakan random sampei dari suatu populasi atau 

dengan kata lain kita ingin menarik kesimpulan dari suatu populasi melalui beberapa 

individu makn random akan lebih digunakan, akan tetapi jika data yang diteliti 

merupakan populasi dan kita Jngin meneliti pada tingkat individu makafued effect 

akan lebih digunakan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan uji 

secara statistik yang disebut dengan Hausman Test~ dimana : 

Ho = random ejfocl 

Ha =fixed effie/ 

Hasii yang dipero!eb akan dibandingkan dengan nilai p vaJuenya ditnanajika nilainya 

siguifikan atau jika i hilung > i tabel pada derajat kebebasan n-K dengan tingkat a 

tertentu, maka Ho akan dir.olak sehingga f:xed effect yang dipillh. Berdasarkan uji 

Hausman yang dilakukan maka eslimas! model dalam tesis ini akan menggunakan 

random effect karena nHai probabilita i lebih besar dari a. = I %, 5 % maupun pada 

tingkat 10%. 

Jika kita amati variabel EDUC selain terdapat pada model pertama juga 

terdapat pada model kedua. Oleh karena itu, dikhawatirkan ada masa!ah endogenity 

2 Penjelasan lebih lengkap dan detaillibat Jeffrey Wooldridge, Introductory &fJnometrics .· A Modern 
App~h. MIT Press, 2002, 
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dengan variabel EDUC karena di dalam persamaan kedua variabel tersebut 

ditentukan oleh variabel yang lain dan kemudian juga digunakan da1am persamaan 

pertama. Oleh karena itu akan dilakukan uji endogenity untuk melihat apakah 

va.riabel EOUC bersifat endogen atau exogen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan software Stata 10.0 dengan menggunakan syntax xtivreg2 kemudian 

sete)ah diperoieh ha~ilnya akan diuji apakah variabel EDUC bersifat endogen atau 

exogen. Setelah dilakukan !angkah- Jangkah pengujian temyata basil yang diperoleh 

membuktikan bahwa temyata variabel EDUC bersifat exogen. Jadi dapat disimpuJkan 

bahwa variabel EDUC terbebas dari masalah endogenitl. 

Selain itu, untuk mendapatkan model yang eflsien dan konsisten maka 

pengujiao terhadap pelanggaran asumsi klasikjuga perlu dilakukan. Dalarn pene!itian 

ini, data panel yang digunakan memiliki jumlah cross section yang cukup besar 

sehingga masalah yang cenderung muncui adalah masalah heteroskedastisitas. Untuk 

mengujinya maka digunakan tes statistik yang tersedia dalarn software Stata 10.0 dan 

darl dua model yang diestimasi diperoleh hasii bahwa variabel yang digunakan dalam 

kedua model mengandung masaiah heteroskedastis. Dan secara otomatis metode 

random effect yang menggunakan metode GeneraliZed Least Squares ( GLS ) telah 

dapat mengatasi masalah tersebut sehingga hasil analisa yang dilakukan te1ah 

terbebas dari pelanggaran asumsi klasik tersebut. Masalah lain adalah deteksi adanya 

multikolinearitas dan hal ini ditunjukkan dengan besamya koefisien korelasi jika 

angkanya mencapai 0.8- 0.9. Dari hasil uji statistik yang diperoleh, maka model ini 

bebas dari masalah multikolinearitas karena tidak ada hubungan antar variabel yang 

angkanya mendekati 0.84
• 

4.4 Basil Regresi dan Analisis 

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi dna bagian yaltu 

yang pertama akan dilihat apakah terjadi crm-vding out antara anggaran pendidikan 

terhadap anggaran non pendidika.n dan pengaruhnya terhadnp pertumbuhan ekonomi, 

3 Hasillengkap uji endogenity dapal dililurt pada halaman lampiran 
4 Has:i.tlengkap semua uji statistik dapat di!ihat pada bagian la.mpinm 
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sedangkan bagian pada bagian kedua akan menganalisa masalah public choice dalam 

penentuan anggaran yang diiakukan oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh 

va:riabel komposisi anggota DPRD tingkat II dari 6 partai besar yaitu Partai Golkar, 

PDIP, PAN, PKB, PK dan PPP. 

Kernudian pengujian hipotesa juga akan dilalrukan untuk meHhat apakah hasH 

regresi yang dilakukan sesuai dengan hipotesa yaog dilakukan. Secara lengkap 

pengujian hipotesa yang dilakukan adalab sebagai berikut : 

No. Variabel 
········-

]. EDUC 

2. BLC 

3. Golkar 

4. PDIP 

5. PAN 

·--------
6. PKll 

7, PK 

B. ppp 

9. Djawa 

lO. DSDA 
--···· 

Tabel4.2 

Hipotesa Variabel 

Tanda yang diilmpkan Keterangan 

-· . -----
Positif I neg,atif Jika bertanda positif ; indikasi tetjadinya crowding 

out tidak teljadi 

Jika bertanda negatif: ada indikasi teljadinya 

crowding out 

Posit if 

ambigu Melihat preferensi part.ai datam kcdua model apakah 

pro pertumbuhan atau pro pendidikan 

ambigu Melihat preferensi partai dalam kedua model apakah 

pro pertumbuhan atau pro pendldikan 

ambigu Melibat preferensi partai dalam kedua model apakah 

pro pertumbuhan atau pro pendidikan 
-·---------

ambigu Metihat preferensi partai dalam kedua model apakah 

pro pertumbuhan atau pro pendidikan 

ambigu Mellhat preferensi parta:i da:bun kedua model apakah 

pro pertumbuhan atau pro pendidikan 
·····---~----

Melihat preterensi partaidalam kedua model apakah ambigu 

pro pertumbuhan atau pro pendidikan 

Positif 

Positif 
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Dengan menggunakan Stata 10.0 basil regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Variabellndep~nden 

P«an Anggaran Pendidikan 

D..,U, 

(EDUC) 

Dana Perimbangan ( BLC ) 

Golkar 

PDIP 

PAN 

PKB 

PK 

ppp 

DJawa 

Tabel4.3 

Hasil Estimasi Model 

Pemerintalt 

Variabel dependen 

Gr .. wth 

-1.5.28$26*• 

( ·2.44) 

558e-07• .. 

(3.!4) 

L782233 

(0.73) 

0.665215 

(!.56 ) 

OA66554 

( 1.30) 

0.405838 

(0.!1) 

Ul588 

( 0.87) 

-2,325878 

(-<l.53) 

Variabel 

depmden 

EDUC 

4.57e<>07** 

(2.30 ) 

0.2160935**"' 

( 4.63) 

w1},i}J84785 

( ·0.51 J 

-0.020li675 

( -<l.27 ) 

·0.1423517 .. 

( 2.09) 

0.5738176*** 

( 4.09) 

-0.1301935 .. 

( !.71) 

0.05S1993*"** 

( 3.53) 
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DSDA 

Konsl.anta 

-
Observasi 

R-squared 

Prnb.Cbi2: 

L202329"'* 

(1.01) 

1675 

0.0871 

0.0063 

54 

o.6S2-3S&3••• 
( 4.00) 

0. I 026232*** 

(5.25) 

1675 

0.0423 

0.0000 

Catatan : •• signifik.an pada 95% ; ••• signlfikan pads Wlo ; () adalah nilai z-stat 

Dari basil regresi di atas dapat diketahui bahwa sccara kese1uruhan model bias 

dikataka.n signifikan dalam menjelaskan variabel dependennya. Hal ini dapat dilihat 

dari besarnya probabilita dari Chi2 yang besarnya 0.0063 pada model pertama dan 

0.0000 pada model kedua. Pada model pertama diketahui ternyata !tanya dua variabet 

yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yaitu peran anggaran 

pendidikan pemedntah daerah dan besamya dana perimbangan yang ditcrima oleb 

daerah. Yang menarik dari hasil regresi tersebut temyata diketahui bahwa tanda dari 

koefisien EDUC bertanda negatif, berarti memang terjadi efek crowding out dalam 

penentuan anggaran pendidikan dan non pendidikan. Sedangkan variabel yang 

menjelaskan komposisi partai di kursi DPRD tingkat II tidak ada yang signifikan. 

Pada model kedua. juga dapat dilihat bahwa ternyata variabel dana perimbangan juga 

berpengaruh terhadap penentuan besarnya alokasi anggaran. SeJain itu, hanya ada 

empat partai yang signifikan berpengaruh terhadap penentuan anggaran pendidikan 

dan non pendldikan. Variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan antara 

kabupatenlkota yang terletak di Pulau Jawa dan di luar Pu1au Jawa serta perbedaan 

sumber daya alamjuga signifikan terhadap penentuan alokasi anggaran pendidikan. 
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4.4.1 Analisis Terjadinya Crowding Out Effect Anggaran Pendidikan terbadap 

Anggaran Non Pendidikan Pemerintah Daerah 

Setelah dilakukannya desentralisasi pada tahun 200lt maka otomatis sebagian 

besar fungsi pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah termasuk dalam hal 

pengalokasian anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari hasil 

regresi di atas diperoleb bahwa nilai koefisien untuk variabel BDUC adalab sebesar -

1.528526 artinya jika terjadi kenai lean fl!Sio anggarao pendidikan dan non pendidikan 

sebesar I unit maka justru akan berdampak negatif pada pertumbuhan eknnomi 

sebesar - 1.528526. Hasil yang diperoleh tersebut merupakan suatu temuan yang 

menarik karena di Indonesia justru menunjukk.an bahwa efek crowding out memang 

terjadi, sedangk:an berdasarka.n hasH studi empiris sebelumnya yang telah dilakukan 

di negara ~ negara lain menunjukkan bahwa temyata dalam alokasi suatu anggaran 

efek crowding out tidak: terjadi. Hal ini menunjukkan hahwa temyata pemerintah di 

negara , .. negara tersebut konsisten dalarn melakukan kebijakan anggamnnya, jika 

peningkatan dilakukan di suatu sektor rnaka akan juga diikuti dengan peningkatan 

anggaran di sektor- sektor yang lain, sehingga efek crowding out tidak. terjadi. 

Dengan hasH yang diperoleh tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum 

pemerintah daerah di Indonesia tidak konsisten dalam melakukan pengatokasian 

anggarun daerahnya, khususnya di bidang pendidikan, Hal yang sering terjadi adalah 

bahwa alokasi anggaran untuk sektor sosial publik~ khususnya pendidikan se1aJu 

menjadi sektor yang sering mengalami pemangkasan ketik:a pemerintah daerah 

hendak menjngkatkan alokasi anggaran di sektor lain. Sebaliknya , di saat pemerintah 

juga bemiat untuk meningkatkan alokasi anggaran kc sektor pendidikan maka mau 

tak mau besamya angganm yang dialokasikan ke sektor lain juga harus dikurangi. 

Keterbatasan penerlrnaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menjadi 

salah satu faktor penyebebeya. Pelaks!II!aan desentralisasi fiskal dengan otonomi 

daerah sebagai peruwjudannya, lebih banyak direspens oleh pemerintah daerah 

sebagai upaya untuk menggali potensi daerahnya dalarn rangka memperbesar angka 

PAD ( Penedmaan Asli Daerah )~ bukan sebagai upaya untuk memperbaiki kua1itas 
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pelayanan publik melalui peningkatan efektivitas anggaran. Oleh karena itu~ 

pemerintah daerah lebih fQkuS daJam usahanya untuk "mempercantikn daerahnya 

masing - masing dan impllkasinya adaiah usaha tersebut tentunya membutuhkan 

dukungan dana yang cukup besar sehingga tidak mengherankan jika pemangkasan 

anggaran dilakukan disana sini. Ironisnya ada[ah sektor yang biasa terkena imbas 

tersebut adalah sektor yang justru menjadi kebutuhan dasar masyarakat daerah itu 

sendirl yaitu pendidikan. Dari sekitar 370 kota/knbupaten yang ada di Indonesia, rata­

rata memberi porsi anggaran sebesar 73 persen untuk belanja rutin pegawai, pejabat, 

dan DPRD. Sisanya hanya sukitar 27 persen anggaran yang dialokasikan untuk 

pembangunan dan dari total anggaran pembangunan tersebut sektor pendidikan rata­

rata hanya mendapat bagian 3 person saja (Kompas,2002) . Akibatnya banyak 

program pemerintah daerah yang kontraproduktif dan justru tidak memberikan 

dorongan yang positif dalam memajukan perekonomian d.aerahnya, 

Selain itu, hasi! regresi juga memberikan basil bahwa dana perimbangan juga 

meropakan salah satu variabel yang signifikan daJam mernacu pertumbuhan ekonomi 

daerah. Aka.n tetapi, jika kita perhatikan dana perimbangan tersebut meskipun 

signiflkan temyata hanya memi1iki peranan yang sangat sedikit atau kecil sekali 

dalam perekonomian daerah. Hat ini dapat dilihat dengan kecilnya angka koefisien 

variabel dana perimbangan yaitu hanya sebesar 5.58e-07 artinya setiap kenaikan satu 

juta Rupiah dalam anggaran perimbangan daerab maka hanya akan meningka!kan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5.58e~07 persen. Dengan demikian hal ini dapat 

menjadi indikasi bahwa kemungkinan besar penggunaan dana perimbangan belum 

secora efektif dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain i!u, ketimpangan dalarn hal 

penerimaan dana perimbangan antar daerah masih seringkaU terjadi. Daerah yang 

kaya akan menjadi semakin kaya dengan besamya dana perirnbangan yang diterima 

terutama dari bagi basil kekayaan alrun yang dirnilikinya. Sebaiiknya. daerah yang 

miskin akan sernakin sengsara karena sumber - sumber penerimaan daernh yang 

dimiliki sangat terbatas, selain itu juga tidak memiliki kekayaan alam sehingga 

jumlab dana perimbangan yang diterimanya juga sedikit. 
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Fakror penyebabnya yang lain adalah ketidaksiapan daerah dalam menerima 

wewenang dan tanggung jawab yang begitu besar dimana sebetumnya belum pernah 

ditakukan sama sekali. Batas kewenangan yang belum jelas antara pemerintah pusat 

dan daerah semakin mendukung hal tersebut Meskipun dana perimbangan yang 

diterima dae.rab cukup besar~ keleluasaan daerah daiam penggunaannya masih sangat 

terbatas dan masih banyak diatur o1eh pemerintah pusat. Di sisi lain, dengan besarnya 

dana perimbangan yang diterima, sebagian besar daerah justru bingung dan kurang 

mengerti kemana dana tersebut barns dialokasikan. Selain itu, kurangnya prioritas 

dalam penentuan aJokast anggaran yang dilakukan pemerintah daerah juga 

menyebabkan pengeluaran anggaran yang dilakukan tidak efektif. Mental lrorupsi 

rnasih se1alu menjadi masalah klasik yang membayangi pelaksanaan pembangunan 

di Indonesia sehingga tidak mengherankan meskipun dana perimbangan yang 

diterirna daerah cukup besar, tetapi dengan adanya faktor - faktor tersebut 

peranannya menjadi sangat kecil bahkan cenderung tidak dapat dil:asakan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyara.kat rnelalui pernbangunan untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi. 

Dari hasil regresi di atas juga dik:etahui bahwa temyata komposisi enam partai 

besar di lrorsi DPRD tingkat II yang merefleksikan pilihan politik masyarakat untuk 

mewakili aspirasinya, tidak ada satu pun yang memiliki dampak signifikan terhadap 

pertumbuban ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembangunan 

daerah lebih merupakan tugas dari fungsi eksekutif daJam pemerintahan dan bukan 

secara langsung merupakan tugas utama dari anggota dewan sebagai pelaksana fungsi 

legislatif Sehingga meskipun eksekusi suatu kebijakan harus mendapatkan 

persetujuan dari anggota dewan sebagai legislator daerah, keberhasilan dalam 

pelaksanaannya lcbih tergantung kepada kemarnpuan dan kapasitas dari aparatur 

daerah dalarn ha1 ini bupati atau walikota sebagai pemimpin daerah tersebut beserta 

perangkatnya serta tentunya harus menyertakan partisipasi masyarakat sebagai 

pendukungnya. 

Universitas Indonesia 

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB UI, 2009



58 

4.4.2 Analisis Public Choice dalam Penentuan Besarnya Alokasi Anggaran 

Pendidikan dan Non Pendidikao di Daerah Tingkat II 

Pada bagian ini akan lebih dibahas megenai bagaimana peranan parta! politik 

yang duduk di kursi DPRD tingkat II dapat mempengaruhi besarnya alokasi anggaran 

yang akan dilakukan oleh pemerinteh daereh. Dari model kedua diketehui bahwa 

variabel pertama yang signifikan ada!ah variabel dana perimbangan yang memiliki 

koefislen positif sebesar 4.57e~07. Artinyn jika dana perimbangan yang diterima oleh 

daerah meningkat sebesar satu juta Rupiah maka akan berpengaruh dalam penman 

anggaran pendidikan pemerintah daerah melalui besamya rasio anggaran pendidikan 

dan non pendidikan sebesar 4.57e-07. Kecilnya angka tcrsebut menunjukkan bahwa 

peranan dana perlmbangan terhadap penentuan besarnya anggaran pendidikan 

temyata sangat kecil sekali. Hal ini sejalan dengan analisis sebelumnya yaitu bahwa 

pengeluaran publik yang dilakukan oleh pernerintah daerah belum dilakukan secara 

efektif. Kecilnya porsi anggaran yang ditujukan untuk pembangunan sektor 

pendidikan juga menjadi faktnr penyebah yang lain. Daerah lebih berkonsentrasi pada 

pembangunan yang bertujuan untuk sarana yang bersifat fisik dan kurang melakukan 

prioritas dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia 

sebagai penggerak pembangunan. yang salah satunya adalah melalui sektor 

pendidikan. 

Selanjutnya, dari enam partai besar yang menduduki kursi dewan hanya ada 

empat partai yang memberikan suara signifikan da1am penentuan anggaran daerah 

yaitu Golkar, PKB, PK dan PPP. Untuk partai Golkar koofisien sebesar 0.2160935 

berarti bahwa jika komposisi anggota DPRD tingkat II dari partai Golkar bertambah 

satu kursi maka akan herpengaruh posit if terhadap penentuan anggaran pendidikan 

daerah sebesar 0.2160935. Hal ini dapat dimaklumi mengingat partai Golkar 

merupakan saJah satu partai terbesar yang telah berdiri mengiringi perjuangan bangsa 

sejak awal yaitu pada tahun 1964. Pengaruh Golkar ternsa semakin kuat sejak orde 

baru yang dipimpin oleh Soeharto dimana Partai tersebut selalu menjadi pemenang 

tunggal sejak Pemilu pada tahun 1977 hinggn pemilu 1992. Meskipun Indonesia telah 
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memasuki era reforma.si, tetapi pengaruh partai Golkar masih cukup kuat di kalangan 

masyarakat dan Partai tersebut tetap menjadi salah satu Partai besar sampai saat ini. 

Dengan perolehan suara yang cukup signiflkan di berbagai daerab, secara otomatis 

maka perolehan kursi di DPRD tingkat II juga cukup besar sehingga pengaruh Golkar 

dalam melakukan negosiasi kebijakan dengan pemerintah masih cukup kuat 

dirasakan. 

Partai kedua yang juga berpengaruh positif dan signifikan adalah Partai 

Keadilan dengan nilai koefisien sebesar 0.5788176. Partai ini sudah berdiri sejak Juli 

1998 dan moskipun partai baru, pada pemilu 1999 Partai Keadilan berhasil rneraih 

total suara sebesar 1,4 juta suara yang kcmudian membawa Partai tersebut menduduki 

7 kursi di DPR, 26 kursi DPRD tingl<at Propinsi dan 163 kurni DPRD di 

Kota!Kabupaten, 

Pengaruh positif yang diberikan oleh kedua partai tersebut dimungklnkan 

karena preferensi dari kedua partai terhadap kebijakan publik khususnya terhadap 

sektor pendidikan memang merupakan kebijakan yang pro pendidikan dan sejalan 

dengan kornitmen yang login diwujudkan yaitu membangun sektor pendidikan, tidak 

hanya secara fisik tetapi juga dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia 

di Indonesia. Golkar yang sudah lama berkuasa sejak awal banyak mengusung 

kebijakan - kebijakan popular di bidang pendidikan, antara lain program wajib 

belajar Sembilan tahun. Sedangl<an Partai Keadilan yang notabene merupakan partai 

baru juga cukup responsi£ Hal !ni dapat dilihat dengan kehadiran Partai Keadilan 

yang sering memberikan bantuan ketika ada bencana dan pemberian bantuan di 

tengah bencana tersebut salah satunya juga bertujuan untuk memperbaiki sarana 

pendidikan dan membantu penyediaan kembali fasilitas pcnunjang pendidikan seperti 

buku peiajaran dan sebagainya. 

Partai berikutnya adalah Partai Kehangl<itan Bangsa ( PKB ) dan Partai 

Persatuan Pembangunan ( PPP ). Meskipun signifikan akan tetapi tanda koefisien dari 

kedua partai tersebut bemilai negatif yaitu sebesor -0.1423517 untuk PKB dan -

0.1301935 untuk PPP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun kedua 

partai tersebut juga pro terhadap pendidikan tetapi preferensi program dan kebijakan 
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yang diusung oleh kedua partai tersebut justru kontraproduktif sehingga memberikan 

dampak yang negative. Seperti kita lihat misalnya pada zaman pemerintahan Gus Dur 

lebih banyak membuat kebijakan hari libur untuk anak sekolah dalam rangka bulan 

Ramadhan selama 1 bulan penuh. Hal ini tentunya akan membuat para siswa tidak 

produktif dan ketingg:alan mata peiajaran yang hams diselesaikan menurut kurikulurn 

yang ada. Kemudian PPP merupakan salah satu partai tertua yang berdiri di Indonesia 

yaitu teiah berdiri sejak zarnan perjuangan Indonesia. Partat berhaluan Islam ini 

anggota kadernya lebih banyak terdiri dari para kyai yang pada umumnya sudah 

cukup berumur dimana pemikirannya cenderung terkesan feodal dan tidak mengikuti 

perla:mbangan yang ada. Tidak adanya pembaharuan yang berarti dan tidak adanya 

regenerasi kader yang progresif merupakan faktor yang menjadi penyebah kurang 

.. update"nya pemikiran yang diu~.-ung oleh partai tersebut. 

Temyata perbadaan kabupetenlkota yang terletak di Pulau Jawa dan di luar 

Jawa juga memberikan perbedaan yang signifikan terhadap besamya anggaran 

pendidikan yang dikeluarkan. Dad hasil regresi diketahui bahwa ternyata 

kabupatenlkota yang terletak di Pu1au Jawa mengalokasikan dana yang lebih besar ke 

sektor pendidikan daripada kabupatenlkota yang terletak di luar Pulau Jawa yaitu 

dengan angka koefisien sebesar 0.6846165
• Lebih pedatnyajumlah penduduk di Pu!au 

Jaw.t dapat menjadi safah satu faktor penyebabnya. Selain itu, secara umum 

kesadaran mengenai pentingnya pendidikan di Pulau Jawa juga lebih tinggi 

disbanding luar Puiau Jawa. Dari segi sarona dan prasarana pendidikan. Pulau Jawa 

juga memiliki nilai yang Jebih unggul dlbanding daerah lainnya. Dari segl mutu, 

sebagian besar sekolah maupun perguruan tinggi yang berkua1itas terdapat di Pulau 

Jawa sehingga daerah ~ daerah di Pulau Jawa seringkali menjadi daerah tujuan untuk 

menuntut Hmu dari berbagai pelosok Indonesia. Hal tersebut tentunya juga 

membutuhkan anggaran dalam jumlah yang cukup besar yang harus dialokasikan 

untuk bidang pendidikan sehingga ketersediaan berbegai sarana dan msilitas yang 

mendukung pembangunan pendidikan dapat tercukupi. 

5 Dipemleh dari penjumlahan kons.tanta dengan koefisien dummy untuk jawa adalah = l scllingg\l. 
diperoleh basil sebesar ( 0.102623 + 0.581993) 
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Selain itu, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daemh juga 

menimbulkan perbedaan dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah, Ha1 ini terlihat dengan signifikannya variabel dummy yang 

menjelaskan perbedaan tersebut dan untuk daerah yang memiliki kekayaan alam 

besarnya koefisien adalah 0.6262066
• Keadaan ini tentunya bukan merupakan suatu 

kejutan, mengingat daerah yang memilikl kekayaan alam cenderung merniliki 

penerimaan daemh yang relatif lebih besar dibanding daerah yang tidak memiliki 

kekayaan alam. Dengan demikian maka daerah tersebut lebih rnemiliki keleluasaan 

dalam melakukan kebijakun ftskalnya dan dengan jumlah penerimaan daemh yang 

cukup besar maka alokasi yang ditujukan untuk pembangunan sektor pendidikan juga 

dapat lebih besar. 

6 Dipero!eh dengan cara yang sama seperti sebelumnya 
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PENUTUP 

Dalam bab ini akan disajikan kesirnpulan berdasarkan hasil empiris dari 

penelitian yang dilakukan dan bagimana implikasi kebijakannya serta akan 

memberikan saran sebagi rekomendasi. Pada bagian berikutnya akan disampaikan 

keterbatasan studi dari penelitian ini dan lremungkinan untuk mengadakan 

penelitian yang lebih lanjut untuk dapat menyernpumakannya. 

5.1 Kesimpulau 

Setelah terjadinya desentralisasi, desentralisasi pendidikan juga telah 

menjadi salah satu wacana yang banyak disoroti oleh publik. Pemerintah pwt 

berusaha membuktik:an komitmennya dengan membuat konstitusi yang mengatakan 

bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan selidaknya 20% dari 

APBN/APBD. Akan tetapi, pelimpahan wewenang yang diberikan kepada 

pemerlntah daerah dalam hal ini bupatilwalikota cenderung disalah artikan. Rentang 

hirokrasi bukan menjadi semakin sederhana akan tetapi justru menjadi semakin 

rumit. Banyak daerah mengklaim telah mengalokasikan anggaran pendidikan 

sebesar 20% dari APBD, akan retapi dalam kenyataannya komponen yang 

seharusnya dihitung sebagai bagian dari pengeluarnn rutin turut dimasukkan di 

dalamnya. 

Hasil penelltian empiris yang dilakukan pada penelitian ini memperlihatkan 

bahv..-a indikasi terjadinya crowding out effect dalam kebijakan anggaran yang 

dilaknkan pada level pemedntah daerah tingkat n terjadi di Indonesia. Variabel 

rasio anggaran pendidikan dan non pendidikan secara signifikan dan memiliki nilai 

koefisien yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa 

crowding out tersebut memang terjadi. Ketidakkonsistenan pemerintah daerah 

dalam melakukan kebijakan anggaran dan kurang tanggapnya pemerintah daerah 
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dalam melakukan prioritas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat lokai menjadi 

salah fuktor penyebabnya. 

Kecilnya pengaruh dana perimbangan dalam pertumbuhan ekonomi juga 

menunjukkan bahwa penggunaan dana perimbangan dalam kenyataannya beJum 

secara efektif dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai 

pembangunan. Ketimpangan penerimaan dana perimbangan yang diterlma oleh 

daerah juga merupakan salah satu fakror yang menyebabkan dana perimbangan 

tersebut tidak memberikan kontribusi yang beracti dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah, akibatnya gap antara daerah miskin dan daerah kaya juga semkain 

Iebar terbentllng. Masalah korupsi juga merupakan salah satu hambatlln yang tidak 

dapat dipisahkan. 

Pelaksanaan pembangunan yang lebih bergantung pada kemampuan dan 

kapasitas pemimpin daernh dan pemngkatnya sebagai pihak yang langaung 

mengimplemantasikan basil kebijakan, membuat peran anggota dewan yang duduk 

di kursi DPRD tingkat II yang diwakili oleb enam partai beslU" menjadi tidak 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak signifikannya variabel enam partai besar 

dalam hasil regresi. DPRD banya memiliki fungsi legislatif yaiiU hanya sehagai 

perencana dan pengambil keputusan mengenai langkah - langkah kebijakan yang 

harus dilakaanakan olen fungai eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah. 

Pada model yang kadoa juga diperoleh hasil yang k:onsisten dengan hasil 

pada model pertama yaitu bahwa temyata pengaruh variabet dana perimbangan 

terhadap besamya penentuan anggaran pendidikan juga memiliki angka yang sangat 

kecil meskipun signifikan. Lebih banyaknya alokasi anggaran yang dilakukan untuk 

"mempercantik t< daerah secara fisik tanpa diikuti dengan pembangunan sumher 

daya rnanusianya berdampak pada keciinya pengaruh variabel tersebut terhadap 

anggaran pendidikan. 

Siguifikannya pengaruh partai Golkar agaknya menunjukkan bahwa partai ini 

masih memiliki jumlah pendukung yang kuat. Perolehan suara yang cukup signifikan 

di berbagai daerah membuat kursi dewan tidak pemah absen dari partai Golkar 

sehingga dalam pengambilan keputusan pun partai ini memiliki pengaruh yang cukup 
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kuat. Hal yang sama juga ditunjukkan o!eh Partai Keadilan. Pengaruh positif yang 

diberikan keduanya agaknya menunjukkan bahwa preferensi dari kedua partai 

tersebut memang pro terhadap pendidikan yang ditunjukkan dengan berbagai 

kebijakan yang rliambil. 

Dua partai yang berbafauan Islam yaitu PPP dan PKB meskipun memberikan 

pengaruh yang signifikan akan tetapi keduanya memiliki koefisien yang negatif.. Hal 

ini dimungkinkan bahwa temyata rneskipun kedua partai tersebut pro poodidikan 

akan tetapi preferensi yang ditunjukkan oleh keduanya dalam mengusung kebijakan 

pMdidikan justru membawa dampak yang konttaproduktif dalam meadukung 

pembangunan pendidikan. 

Selanjurnya temyata juga diketahui bahwa kabupatenlkota yang terletak di 

Pulau Jawa mengalokasikan angganm pendidikan lebih tinggi daripada 

kabupaten/kota di luar Pulau Jawa. Padatnya jumlah penduduk yang disertai dengan 

kesadaran tentang pentlngnya arti peodidikan, serta sarana dan prasamna yang 

menunjangjuga relatifiehib banyak ter.dapat di Pulau Jawa, untuk itu pula diperlukan 

anggaran da1am jum1ah yang lebih besar dalam mewujudkan hal terscbut. 

Daerah yang memiliki kekayaan alam tentunya akan memUiki penerimaan 

yang cenderung lebib besar karena juga menerima bagi basil dati kekayaan alam yang 

dimilikinya. Dengan penerimaan yang lebih besar maka kesempatan 1.mtuk 

melakukan pengeluaran publlk yang lebih besar juga memungkinkan. Hal inilah yang 

mendukung basil penelitian ini yaitu mengapa daerah yang memmki kekayaan alam 

memiliki angka yang lebih besar daripada daerah yang tidak memiliki kekayaan alam. 

5.2 lmplikasi Kebijakan 

Berdasarkan kesimpulan dari basil anatisis maka implikasi kebijakannya 

adaleh bahwa dalam jangka pendek partai - partai politik harus memilih antara dua 

pi1ihan prioritas yaitu memilih apakah akan pro pendidikan atau pro terhadap 

pertumbuhan ( ada trade off ). Jika lehin memilih untuk pro terhadap pMdidikan 

maka partai tersebul harus menghadapi resiko rendabnya tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dapat memiJiki 2 dampak yaitu akan meningkatkan perolehan 
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suaranya di masa mendatang karena masyarakat lehih memHih naiknya anggaran 

pendidikan atau sebaliknya justru mengurangi peroiehan suara karena sebagian tidak 

menyukai turunnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika partai memilih untuk pro 

terhadap pertumbuhan maka di sisi lain anggaran pendidikan juga dikurangi karena 

lebih banyak alokasi ke sektor yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

pun dapat memiliki dampak yang sama. Oleh karena it, dibarapkan para penguasa 

yang diwakili oleh kader partai politik dapat memilib kehijakan yang dapat 

menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia 

melalui sektor pendidikan. 

5.3 Saran tlan Rekomendasi 

Berdasarkan basil penelitian dan kesimputan yang telah ditarik di atas, maka 

penulis ingin membertkan sedikit saran dan rckomendasi kepada para pembuat 

kehijakan untuk mengambillangkeh - langkab sebagai berikat : 

Pertama, mau tak mau pemerintah daerah harus lebih elisien dan efektif 

dalam melakukan pengeluaran publiknya. Melakukan priorotas anggaran merupakan 

salah satu langkah wajib yang harus diambil oleh pemerintah rlaerah mengingat 

keterbatasan dana dan sumber daya yang dimilild oleh daerah. 

Kedua. penycderhanaan birokrasi juga harus di1akukan untuk melakukan 

efisiensi di dalam rentang pemerintaban daerah, meningkatka.n fungsi transparansi 

serta partisipasi masyarakat da1am mengawasi penggunaan anggaran pemerintah 

daerah untuk mengurangi terjadinya penyimpangan - penyimpangan seperti misalnya 

korupsi. Penting untuk digarisbawahi bahwa alokasi anggaran yang tepat dan 

.dilaksanakan dengan penuh disipJin merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

mencapai sasaran pembangunan. 

Ketiga, pemerint.ah pusat juga harus bersikap Jebih adil dan merata dalarn 

mengalokasikan dana perimbangan ke daerah - daemh. Proporsinya juga harus 

seimbang dan sesuai dengan kehutuhan daerah yang bersangk:utan agar tidak terjadi 

kekurangan maupun kelebihan penga1okasian dana1 sehingga ketimpangan antar 

.daerah .dapat diminimalisir. 
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K..,mpat, Partai politik sebagai simbol perwakilan aspirasi masyarakat harus 

lebih peka terhadap kebutuhan rakyatnya akan penyediaan barang publik yang lebih 

baik dan berkualitas khususnya di bidang pendidikan. Selain itu juga harus 

mengambil langkah kebijakan yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan tetapi 

juga mementingkan pembangunan manusia. Mereka harus menjaga integritasnya 

dengan melaksanak:an amanat rakyat secara sungguh - sungguh dan bukan bekerja 

untuk kepentingan pribadl a.tau partainya masing- masing. 

Kelima, pememtaan pendidikan beserta fasititas penunjangnya juga harus 

dilakukan oleh pemerintah agar kesenjangan dalam kesempatan mempecoleh 

pendidikan maupun dalam menikmati basil - hasH pernbangunan dapat dirasakan di 

semua daerah di seiuruh nusantara tanpa terkecuafi. 

5.4 Keterbatasan Studi 

Dalam penelitian ini masih banyak ditemui keterbamsan dalam melakukan 

studi. di antaranya keterbatasan ketersediaan data menjadi masa1ah utama. 

Yang pertama adalah model yang dikembangkan merupakan model jangka 

pendek sehingga dalam jangka waktu tersebut terjadi lrade offuntuk partai memilih 

apakah pro terhedap pertumbuhan atau pro terhadap pendidikan. Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan model jangka panjang 

sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengtm pendidikan dapat diperoleh 

basil yang positif. 

Munculnya kabupaten!kota baru yang memisahkan diri membuat jumlah 

observasi menjadi !ebih banyak, akan tetapi data yang tersedia untuk kabupatenlkota 

baru tersebut sebagian besar belum ada, sehingga ada baherapa kabupaten yang 

terpaksa harus di' agngasikan' ke kahupaten!kota induknya. 

Selain itu, data anggaran yang digunakan adalah menggunakan initial year 

tahun 2001 karena tahun tersebut merupakan awal pelaksa:naan desentralisa<;i, 

sedangkan pengaruhnya hanya di!ihat sampai tahun 2005 mengingat keterbatasan 

waktu dan data yang ada. Variabei partai yang digunakan hanya mewakili enam 
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partai besar dan be!um memasukkan partai - partai lain yang mungkin juga 

memberikan pengaruh dalam penentuan anggaran pendidikan di daerah. 

Penelitian juga ini hanya meiihat pengaruh anggaran pendidikan dan non 

pendidikan secara agregat yang merupakan penjumlahan dari masing- masing sektor 

yang termasuk komponen di dalamnya sehingga pengaruh masing ~ masing sektor 

tidak ter!ihat 

Ter1epas dari segala kekumngan dalam peneJitian ini~ penults berharap tesis ini 

dapat menjadi tambahan waeana dalam ekonomi publik: dan menjadi referensi bagi 

penelitian - penelitian selanjutnya sehingga dapat dilakukan penelitian yang lebih 

baik dengan menggunakan data yang !ebih lengkap. 
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MODEL 1 

Random~effects GLS regression 
Group variable (i): kab 

R-sq: within = 0.0877 
between = e .0260 
overall = 0.0113 

Random effects u_i 
corr( u_i 1 X) 

- Gaussian 
= 0 (assumed) 

LAMPIRAN 1 

Number of obs • 1675 
Number of groups • 337 

Obs per group: min = 1 
avg""' 5.0 
max = 5 

Wald chi2(8) • 18.75 
Prob > chi2 • 0.0063 

---~~~~--~~-------------------------------------------------------------------
gromh I Coef. Std. Err. z P>lzl (95% Coof. Interval] 

~------------+------~---~~----------------------------------------------------
EDUC -1.528526 .554749 -2.44 0.011 -2.967771 -3.910718 
blc S~SBe-07 1. 78e-07 3.14 0-002 2.09e-97 9.0Ge-07 

golkar 1.782233 2.44786 0.73 0.467 -3.015483 6.57995 
pdip .665215 2.348041 1.56 0.119 -.9368596 8.26729 

pan .466554 4.965553 1.30 0.193 ·3.265751 16-.19886 
pkb .495838 3.546329 0.11 0.919 -6.S50093 7.35126 

pkeadilan 1.11588 10.47378 0.87 0.384 ~11.41236 29.64412 
PPP -2.325878 4.39958 -0.53 0.596 -10.93126 6.2795 

cons 1.202329 1.19355 1.01 0.014 -1.13698$ 3.541643 -
--------~~-~~+--~----------------------~~~--~-----------------~---------------

s:igma_u I 1.2020494 
s:igma_e I 10.527079 

rho I .01287072 (fraction of variance due to u_i) 
----------------~------------------------~--~---------------------------------

n 
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LAMPIRAN 2 

MODEL 2 

Random-effects GLS regression 
Group variable (i): kab 

R-sq: within = 0.0423 
between = 0.0294 
overall = 0.0332 

Random effects u_i ~ Gaussian 
.corr(u~i~ X) = 0 (assumed) 

EDUC I Coef. Std. Err. 

blc 4.57e-07 1.99e-07 
golkar .2160935 .0466671 

pdip -.0184785 .0359173 
pan -.0208675 .0777851 
pkb .1423517 .068228 

pkeadilan .5788176 .1415378 
ppp .1301935 .0762652 

djawa .0581993 .016469:2 
dsda .0523583 .0130967 

_cons .1026232 .0195486 

z 

2.30 
4.63 

-0.51 
-0.27 
2.99 
4.09 
1.71 
3.53 
4.00 
5.25 

Number of obs • 1675 
Number of groups • 337 

Obs per group; min "" 1 
avg = 5.0 
max= 5 

Wald ch12(9) • 65.29 
Prob > chi2 = 0.9000 

P>lzl {95% Conf. Interval] 

0.022 8.47e-09 6.68e-1e 
e.eoo .1246276 .3075594 
0.607 -.0888751 .051918-1 
0.788 -.1733236 .1315885 
0.037 .276076 .0086273 
0.000 .3014086 .8562266 
0.088 .2796706 .0192835 
0.000 .02592.02 .0904784 
0.000 .0266892 .0780274 
0.009 .0643087 .1409376 

~~-----------f~•---------------w~--------------••---------------~~------------
sigma_u I .12637168 
sigma_e I .08199991 

rho I .7037081 (fraction of variance due to u_i) 
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LAMPIRAN 3 

UJI HAUSHAN 

Coefficients 
(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

fixed random Difference S. E. 
-------------+----------------------------------------------------------------

educ -. 5765741 -2.528526 1. 951952 2. 976169 
blc s.s9e-07 s.sse-07 3.01e-07 1.96e-07 

golkar -1.118287 1. 782233 -2. 90052 7. 879849 
pdip -.3789997 3.665215 -4.044215 4.858122 

pan 3.472646 6.466554 -2.993908 10.66067 
pkb -1.189325 .4t305838 -1.589909 10.05852 

pkeadilan 
ppp 

15.61366 
2.529646 

9.11588 
-2.325878 

6.49778 
4.855524 

17.10951 
11.43795 

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
B = inconsistent under Ha~ efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)'(-l)](b-B) 
= 1.69 

Prob>chi2 = 9. 9750 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects: 

growth[i,t] = Xb + u[i] + e[i,t] 

Estimated results: 
I Var sd = sqrt(Var) 

---------+-----------------------------
growth I 113.0017 10.63023 

e I 111. 2.627 10. 54811 
u 1 1.4392.97 1.187138 

Test: Var(u) = 0 
chi2(1) = 

Prob > chi2 = 

0.78 
9.3761 
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LAMPIRAN 4 

KORELASI ANTAR VARIABEL 

growth educ: blc golkar pdip pan pkb 
--------~~w-~+~---------------------•••------•••••-------••••-------------••-

growth 1.ee&a 
educ -0.0348 
blc 0.El841 

golkar -0.0116 
pdip 0.0456 

pan 0.0339 
pkb 0.0153 

pkeadilan e. 0235 

1.0000 
0.0689 
0.0909 

-0.0511 
-0.0207 
-0.0972 
0.1029 

ppp -0.0353 ·0.0071 

SUMMARY STATISTIK 

variable I Obs Mean 

1.00e0 
-0.1226 
0.1154 
0.0880 
0.0685 
0.0810 
0.0481 

1.0000 
-9.20ll6 
·9.2326 
-0.2098 
-0.1231 
-9.0947 

Std. oev. 

1.0000 
-0.1043 
0.1164 

-0.0866 
-0.1737 

Min 

1.0000 
0.0067 
0.1851 
0. 3292 

Max 
-------------+--------------------------------------------------~-----

i I 1680 169.0101 97.35124 1 337 
t I 1680 3 1.414635 1 5 

growth I 168:0 3.592762 10.61896 -77.69494 147.0361 
educ I 1675 .1572239 .1523503 0 1.27 
blc I 1680 1991837 1499423 1345.82 3.70e+07 

-------------+--------------------------------------------------------
golkar 1680 .2413155 .1177271 .02 .71 

pdip 1 1680 • 2230357 .1188853 e • 11 
pan I 1680 • 0649702 • 0584544 e . 33 
pkb 1 1680 .0503274 .0776682 e .36 

pkeadilan I 16B0 .0169643 .0269288 e .18 

-------------+---------------~----------------------------------------
ppp I 1680 .0746131 .a654291 e .4 

djawa I 1680 .3160714 .4650796 0 1 
dsda I 1680 .1178571 .3225349 0 1 

1.8080 
0.0229 

-0.1388 

75 

Universitas Indonesia 

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB UI, 2009



lAI'IPIRAN S 

HETEROSKEOATICITY TEST 

REGRESS 

Source ss df MS 
~--M---~~----+------------------------------

Model I 2168.7107 2 1084.35535 
Residual I 186966.346 1663 112.427147 

-------------+------------------------------
Total I 189135.056 1665 113.594628 

growth I Coef. Std. E~r. t P>ltl 

Number of obs ~ 1666 
F( 2, 1663) = 9.64 
Prob > F ~ 0.e001 
R-squared "" 0.0115 
Adj R-squared = 0.0103 
Root MSE = 10.603 

[95% Conf. Interval) 
-------------+------------------------------------~---------------------------

educ I -1.351561 .4932637 
blance I 6.05e-07 1.73e-07 
_cons I .98.2941 .675158 

HETERO 

-2.. 74 0.006 
3.50 0.000 
1.46 0.146 

Breusch-Pagan I Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of growth 

ch12(1) 58.46 
Prob > chi2 = 0.0990 

-2.319044 -.3840774 
2.67e-07 9.44e·07 

-.3413081 2.30719 
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Source I ss df 

--~----------+--~-~N------------------------
Model I 38.5096555 9 4.27885061 

Residual I 423.900583 1656 .255978613 

-------------+------------------------------
Total I 462.410238 1665 .277723867 

Number of obs = 
F( 9, 1656) = 
Prob>F = 
R-squared "'" 
Adj R-squared = 
Root MSE = 

1666 
16.72 

0.0000 
0.0833 
0.0783 
.50594 

educ I Coef. Std~ Err. t P>ltl [95% conf. Interval] 
-------------+----------------------------------------------------------------

blance -9.65e-09 8.92e-09 -1.08 0.280 -2.72e-es 7.S5e-09 
golkar .207665 .1173624 1.77 e.e77 -.0225884 .4378004 

pdip -.3989149 .1101959 -3.62 0.000 -.6150528 -.1827769 
pan -.2863606 .2404014 -1.19 9.234 -.7578832 .1851621 
pkb -1.407795 .1930855 -7.29 0.000 -1.786512 -1.029078 

pkeadilan 2.412282 .4909966 4.92 0.000 1.451185 3.37338 
ppp .1378536 .21l2049 0.65 0.5l6 -.2783646 .5540717 

djawa .2489214 .0345795 7.20 e.ea0 .1810972 .3167456 
dsda .1983613 .041386 4.79 0.000 .117187 .2795356 

_cons -1.041864 .0560722 -18.58 0.000 -1.151844 ~.9318844 

Breusch~Pagan I Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of educ 

chi2(1) = 102.71 
Prob > chi2 = e.eeee 
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LAMPIRAN 6 
Endogenity Test 

IV (2Sl$) estimation 

Estimates efficient for homoskedasticity only 
Statistics consistent for homoskedasticity only 

Total (centered) 55 = 189164.8359 
Total (uncentered) SS 210661.4377 
Residual SS " 188494.8299 

Number of obs ::::: 1675 
F( 8, 1666) = 2.10 
Prob > f = 0.9326 
Centered R2 = 0.9935 
Uncentered R2 = 0.1052 
Root MSE " 1B.61 

-----------------------~-------------~---~---------~-----~----------M---------
growth I coef. 5td. Err. z P>lzl (9>% Coof. Interval] 

-~~-~M-------+--------------------~-------------~~------------------------~---
educ 3.698444 14.62022 0.25 0.800 -24.95665 

blc 5.37e-07 1.79EH}7 3.09 0.003 L87e-07 
golkar 1~162874 2.811728 0.41 0.679 -4.348012 

pdip 3.906892 2.35053 1.66 0.096 -.7001514 
pan 6 ....... 87 4.935728 1.39 6.166 -2.832863 
pkb 1.457975 4.242344 0.34 0.731 -6.856867 

pkeadilan 4.738586 14.36077 0.33 0. 741 -23.40801 
ppp -1.978164 4.393901 -0.45 8.652 -10.58829 

cons .3315895 2.347894 0.14 0.888 -4.270198 -

Underidentification test {Anderson canon. carr. lM statistic): 
Chi-sq(2) P-val " 

weak identification test (Cragg~Donald Wald F statistic): 
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size 

15% maximal IV size 
20% maximal IV size 
25% maximal IV size 

Source: Stock-Yogo (1005). Reproduced by permission~ 

Sargan statistic (overidentification test of all instruments): 
Chi-sq(l) P-val e 

Instrumented: educ 
Included instruments: blc golkar pdip pan pkb pkeadilan ppp 
Excluded instruments: djawa dsda 

32.35354 
8.87e~07 

6.67376 
8.513756 
16.51484 
9.772816 
32.88518 
6.631959 
4.933377 

9.851 
0.0073 

4.925 
19.93 
11.59 
8.75 
7.25 

3.058 
0.0803 
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Tests of endogeneity of: educ 

HO: Regressor is exogenous 

Wu-Hausman F test: 0.18551 F(1,1665) 

Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.18660 Chi-sq(l) 

P-value = 0.66674 

P-value = 0.66576 
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